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ABSTRAK

Imaniyah as’ad, 2017, SKRIPSI. Judul: “Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap
Pembiayaan Murabahah berdasarkan PSAK No. 102 pada
Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) NU Gapura Sumenep

Pembimbing : Niken Nindya Hapsari, SE, MSA., Ak., CA., Cert MAPPI
Kata Kunci : Akuntansi Murabahah, PSAK No. 102, Pembiayaan
Murabahah

Pelakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah pada praktiknya dalam
BMT NU perlu diperhatikan, sebagaimana perlakuan akuntansi harus sesuai dengan
standar akuntansi dalam PSAK 102 yang mencakup sebuah proses yang untuk
mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang mungkin
adanya penilaian dalam pengambilan keputusan yang tepat, jelas dan dapat dipercaya
bagi pengguna dan pembacanya. Perlakuan akuntansi murabahah sampai saat ini
masih banyak yang belum memenuhi aturan ditetapkan dalam PSAK No. 102.
Diharapkan pihak BMT NU Gapura Sumenep mampu melaksanakan kegiatan
pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang
berlaku.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan
murabahah pada BMT NU Gapura Sumenep, sebagaimana aturan pembiayan
murabahah, prosedur pembiayaan murabahah, dan akuntansi pembiayaan murabahah
dan kesesuaian pelaksanaannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK)No 102.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu, dengan cara
melihat dan menganalisa data-data terkait yang telah diperoleh dari BMT NU serta
melakukan wawancara dengan pihak terkait untuk mendapat informasi dalam
lapangan dengan pihak yang bersangkutan. Pihak yang bersangkutan tersebut adalah
pihak dari pengurus keuangan BMT dan pengelola BMT tersebut.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui perlakuan akuntansi pembiayaan
murabahah yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan
pada BMT NU Gapura Sumenep sebagaimana aturan pembiayan murabahah,
prosedur pembiayaan murabahah, dan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan
PSAK No.102. Sedangkan dalam perlakuan akuntansi yang dilaksanakan BMT NU
hampir seluruhnya sesuai dengan PSAK No. 102.Namun, masih ada beberapa yang
belum sesuai dengan PSAK 102.
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ABSTRACT

Imaniyah as’ad.2017, Thesis.Title : “Analysis of accouting Treatment of Murabahah
Financing Based on PSAK No0.102 on the Baitul Maal Wa
Tamwil (BMT) NU Gapura Sumenep

Supervisor :Niken Nindya Hapsari, SE, MSA., Ak., CA., Cert MAPPI

Keywords : Accounting Murabahah, PSAK No. 102 and Murabahah
Financing

The accounting acknowledgment of murabahah financing in practice in BMT
NU should be considered, as accounting treatment must conform to accounting
standards in PSAK 102 which includes a process that identifies, measures, and
reports economic information that may have an appraising judgment in a clear,
trustworthy for users and readers.Murabahah accounting treatment to date still many
that do not meet the rules set in PSAK No. 102. It is expected that the BMT NU
GapuraSumenep is able to carry out accounting activities and preparation of financial
statements in accordance with applicable standards. This study aims to determine the
implementation of murabahah financing in BMT NU GapuraSumenep, as the
murabahah financing, murabahah financing procedures, and murabahah financing
accounting and conformity of the implementation with Statement of Financial
Accounting Standards (PSAK) No. 102.

This research used qualitative approach method that is by viewing and
analyzing related data that have been obtained from BMT NU and do interview with
related a part to get information in field with the concerned. The concerned by a part
of financial management of BMT NU and the manager of the BMT NU.

From the results of this study can be seen murabahah financing accounting
treatment which includes recognition, measurement, presentation and disclosure on
BMT NU GapuraSumenep as murabahah funding rules, murabahah financing
procedures, and murabahah financing accounting under PSAK No0.102. While in the
accounting treatment carried out BMT NU almost entirely in accordance with PSAK
No. 102. However, there are still some that do not comply with PSAK 102.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia sejak dahulu berdasarkan pada persatuan usaha kecil
baik di daerah kota dan terutama di daerah pedesaan. Mereka adalah para petani kecil,
pengusaha kecil, pedagang kecil dan semua kegiatan produksi yang berskala
kecil.Setiap perekonomian merupakan susunan pyramidal dengan dasar yang kuat,
melebar luas, dan merupakan landasan yang luas bagi pembangunan struktur
ekonomi.Landasan bagi pembangunan ini adalah pengembangan golongan usaha
kecil dengan pemberian pembiayaan untuk usaha-usaha produktif.

Perekonomian Indonesia saat ini di dominasi oleh usaha-usaha mikro,
Sedangkan sektor mikro sendiri masih terhambat operasional yang ada di perbankan
syariah. Seiring dengan hal tersebut, lembaga keuangan syariah yang dalam ruang
lingkup mikro yaitu BPRS dan Baitul Maal wal Tamwil (BMT) juga semakin
menunjukkan eksistensinya dalam masyarakat, terutama bagi masyarakat kalangan
menengah ke bawah yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional bank
syariah menjangkau masyarakat kecil dan menengah serta dapat dijadikan sebagai
alternatif terhadap sektor mikro yang merupakan dominisi sektor keuangan yang ada
di Indonesia.

Fossei (2013)Perkembangan koperasi syariah di Indonesia tak lepas dari kondisi
sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010,

jumlah penduduk Indonesia yang berada dalam kategori miskin tercatat

1



sebanyak 36,17 juta jiwa (16,7 persen). Jumlah penduduk miskin tersebut bahkan
dapat bertambah dua sampai tiga kali lipat jika menggunakan kriteria penduduk
miskin yang ditetapkan oleh International Labour Organization (I1LO).

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga
keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia
bahkan hingga ribuan BMT, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah
dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka
meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip
syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan.Soemitra
(2009:451) berpendapat bahwa baitul mal (rumah harta) menerima titipan dana zakat,
infag dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan
amanahnya, sedangkan baitul tamwiil (rumah pengembangan harta) melakukan
kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan
kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan
menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Nur’aini (2011:2) menyatakan bahwa sepanjang pencatatan yang dilakukan
oleh Bank Indonesia pada perbankan syariah, trendpembiayaan pada bank syariah
masih didominasi oleh pembiayaan dengan skim murabahah.Hal ini karena
pembiayaan dengan skim murabahah lebih mudah dilaksanakan oleh
pihakperbankan dan juga oleh nasabah. Disamping persyaratan dan prosesnya lebih
sederhana dantidak rumit. Pembiayaan dengan skim murabahah ini memiliki resiko

relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan lainnya.



Murabahah yakni penyediaan barang oleh BMT, pihakpembeli harus
mengembalikan pinjamannya dengan cara di tangguhkan atau tunaisejumlah harga
pokok ditambah keuntunganyang disepakati. Jika dengan pembayarantangguh sistem
pengembaliannya nasabahakan mengembalikan pembiayaan tersebutyakni harga
pokok dan keuntungannyadengan mengangsur sesuai dengan jangkawaktu yang telah
ditetapkan (MuhammadRidwan:32, 2005)

Kontribusi penyaluran dana terbanyak pada BMT adalah akad Murabahah.
Perlakuan Akuntansi Murabahah pada BMT harus sesuai dengan PSAK 102 yang
merupakan revisi dari PSAK 59. Standar Akuntansi tersebut harus menyajikan
informasi yang jelas, dapat dipercaya dan relevan bagi penggunanya, namun tetap
pada konteks Syari’ah Islam. Penyajian informasi yang semacam itu penting bagi
proses pembuatan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan
lembaga keuangan syari’ah baik pihak intern yaitu pengurus BMT, pengelola BMT,
dan anggota BMT dan sedangkan pihak ekstern PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis
Usaha Kecil) sebagai pendamping, masyarakat dan siapapun yang berkepentingan
dengan BMT tersebut (Ita Yuliana: 2011).

PSAK No0.102 merupakan sistem akuntansi yang melihat sebagaimana proses
pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari proses
transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai
lembaga keuangan syariah. Keunikan dalam transaksi yang dimiliki oleh akad
murabahah mempengaruhi perlakuan akuntansinya.Mulai dari pengakuan, pengukuran,

pencatatan, dan pelaporannya.Standar akuntansi No. 102 tentang akuntansi Murabahah



(jual-beli) menjadi acuan dari penerapan perlakuan akuntansi menggunakan akad
Murabahah (jual-beli).

Sebagaimana yang diungkapkan olen AICPA (American Institute of Cerified
Public Accountants) mendefinisikan akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan,
dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang
berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses
tersebut. Secara sederhana, pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui
akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah”.

Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah
SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya didunia.
Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-
transaksi yang sesuai dengan aturan Allah SWT (Nurhayati, 2011:2). Oleh karena itu,
akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi yang dilakukan
sesuai syariah.

Adanya praktik pencatatan transakasi pada BMT yang tidak sesuai dengan
prinsip syariah, selain itu PSAK tentang akuntansi syariah mengatur perlakuan
akuntansi pada lembaga keuangan syariah secara umum sedangkan BMT adalah
lembaga keuangan syariah berbadan hukum koperasi.

Akad murabahahyang telah diatur dalam PSAK No. 102 yang dibuat oleh
Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS).Namun selama ini, masih banyak entitas-
entitas syariah yang menyalahi PSAK No. 102 tersebut.Hal ini dibuktikan dengan
banyaknya penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa masih banyak yang belum

memenuhi aturan yang ditetapkan oleh PSAK No. 102.



Berdasarkan analisa hasil penelitian terdahulu, Analisis Penerapan PSAK —
102 Murabahah (Studi Kasus Pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri) oleh Eka
Inggrid P. (2014)menyatakan bahwa perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh BMT
Rahmat Syariah terhadap pembiayaan murabahah. Dalam hal pengakuan,
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi awal akad tidak sesuai
dengan PSAK no. 102. Dan selama proses akad dalam hal pengukuran keuntungan
murabahah telah sesuai dengan PSAK 102, namun dalam hal pengakuan, penyajian,
dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102. Sedangkan dalam pengakuan,
pengukuran, dan pengungkapan denda (za zir) sudah sesuai dengan PSAK 102 hanya
penyajiannya saja yang tidak sesuai dengan PSAK 102.

Berdasarkan uraian diatas mengenai kendala perlakuan akuntansi
murabahahtidak sesuai atau tidak sempurna yang harusnya diterapkan dalam PSAK
no. 102 tentang murabahah, maka penulis tertarik dengan objek penelitian tentang
perlakuan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK no. 102 penelitan ini dengan
judul : “Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Murabahah
berdasarkan PSAK No. 102 Pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) NU Gapura
Sumenep”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT NU
sumenep berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.

102 pada BMT NU Gapura Sumenep



1.3 Tujuan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menadi tujuan dalam

penelitian adalah sebagai berikut:

1.3.1 Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan
PSAK 102 pada BMT NU Gapura Sumenepan mengetahui kesesuaian atau
tidak sesuainya penerapan dan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah
berdasarkan karakteristik PSAK 102 pada BMT NU Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat

secara teoritis:

1.4.1 Manfaat Praktis
Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi

Pengelola Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) NU Gapura Sumenep :

a. Sebagai masukan dan bahan manfaat dalam menerapkan akuntansi
pembiayaan murabahah BMT berdasarkan PSAK 102

b. Sebagai masukan untuk perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang
sesuai dengan PSAK 102

c. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu pertimbangkan dalam penyajian
informasi yang penting bagi proses pembuatan keputusan ekonomi oleh
pihak-pihak yang berhubungan dengan lembaga keuangan syari’ah baik

pihak intern yaitu pengurus BMT, pengelola BMT, dan anggota BMT.



1.4.2 Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi
Civitas Akademika

a. Sebagai perbendaharaan referensi kepustakaan bagi Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang serta dapat menambah pengetahuan dan
informasi bagi pembaca.

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti lain khususnya mahasiswa
jurusan akuntansi yang akan meneliti objek sejenis sehingga hasil penelitan
dapat di sempurnakan.

c. Bagi dunia keilmuan khususnya ilmu ekonomi jurusan akuntansi dan

memberi kontribusi terkadap pengembangan ilmu pengetahuan

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No. | Nama dan Variabel dan Hasil Penelitian
Tahun Judul Penelitian Indikator atau
Penelitian Fokus Penelitian

1 Muhammad | Analisis Deskriptif Bank Syariat X
Yusuf Penerapan Kualitatif belum
(2013) pembiayaan sepenuhnya

murabahah menerapkan
berdasarkan PSAK No.102
pesanan tanpa tentang
pesanan serta Akuntansi
kesesuaian dengan Murabahah.
PSAK 102 hanya
menjelaskan
tentang
pengakuan dan
pengukuran
murabahah dari
perspektif
penjual saja.

2 Ita Yuliana | Perlakuan Deskriptif Secara garis
Setia akuntasi Kualitatif besarperlakuan
Ningsih merabahah akuntasi
(2011) berdasarkan terhadap

PSAK 102 pada pembiayaan
BMT Al-Fath murabahah yang

dilakukan pada
BMT Al-
Fathtelah sesuai
dengan prinsip
yang berlaku
umum Yyaitu
PSAK 102
(2007)




Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu

No. | Nama dan Variabel dan Hasil Penelitian
Tahun Judul Penelitian Indikator atau
Penelitian Fokus Penelitian
3 Foni Analisis Deskriptif Penerapan
Hamdila Penerapan Kualitatif akuntansi
(2013 Akuntansi murabahah pada
Pembiayaah BMT QM
Murabahah Sejahtera
Berdasarkan Mandiri sudah
Exposure Draft relevan dengan
PSAK 102 (2013) ED PSAK 102
Pada BMT QM dalam hal asset
Sejahtera Mandiri murabahah,
potongan
pembelian dari
pemasok,
tunggakan
angsuran, denda,
uangmuka, dan
keuntungan
murabahah
4 Zulia Analisis Deskriptif Dalam perlakuan
Hanum penerapan Kualitatif akuntansi
(2014) transaksi murabahah yang
Murabahah pada dilaksanakan PT.
PT. Bank BPR Syariah
Pembiayaan Gebu Prima
Rakyat (BPR) Medan
Syariah Gebu menunjukan
Prima Medan bahwa
pengakuan dan
pengukuran

yang dilakukan
PT. BPR Syariah
Gebu Prima
Medan sesuali
dengan PSAK
No0.102.




Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu
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No. | Nama dan Variabel dan Hasil Penelitian
Tahun Judul Penelitian Indikator
Penelitian atau Fokus
Penelitian
5 Inggrid Eka | Analisis Deskriptif Berdasarkan analisa
Pratiwi Penerapan PSAK | Kualitatif hasil penelitian
(2014) — 102 Murabahah yang dilakukan

(Studi Kasus Pada
KSU BMT Rahnat
Syariah Kediri)

pada perlakuan
akuntansi yang
diterapkan BMT
Rahmat Syariah
terhadappembiayaa
n murabahah.
Dalam hal
pengakuan,
pengukuran,
penyajian, dan
pengungkapan
terhadap transaksi
awal akad tidak
sesuai dengan
PSAK 102 .Dan
selama proses akad,
dalam hal
pengukuran
keuntungan
murabahah telah
sesuai dengan
PSAK 102, namun
dalam hal
pengakuan,
penyajian, dan
pengungkapan tidak
sesuai dengan
PSAK
102.Sedangkan
dalam pengakuan,
pengukuran, dan
pengungkapan
denda (ta’zir) sudah
sesuai dengan
PSAK 102 hanya
penyajiannya saja
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yang tidak sesuai
dengan PSAK 102.

Sumber : Penelitian Terdahulu (Data Olah)
Perbedaan

Penelitian terdahulu membahas tentang perlakuan akuntansi murabahah
berdasarkan PSAK no. 59, kemudian dalam penelitian terdahulu membandingkan
antaraakuntansi PSAK no. 59 dengan PSAK no. 102 merupakan pernyataan

akuntansi yang di revisi dari PSAK 59.
Persamaan

Persamaan dalam penelitian ini membahas perlakuan akuntansi pembiayaan
murabahah berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan No 102.
2.2 Kajian Teoritis
2.2.1 Definisi Akuntansi, Pembiayaan dan Murabahah

A. Pengertian Umum Akuntansi

Secara etimologi, kata akuntansi berasal dari kata bahasa inggris
“Accountancy/Accounting” dan dalam bahasa arab “Muhasabah” yang secara umum
muhasabah memiliki dua arti yaitu: Muhasabah dengan arti Musa’alah (perhitungan)
dan Muhasabah dengan arti Munagasah (perdebatan). Musabahah berasal dari kata
“Hasaba, hasban dan hasibah” yang artinya menimbang, menghitungkan,
mengkalkulasi. Dan kata “Hisab” sering ditemukan dalam Al-Qur’an dengan

pengertian yang hampir sama yaitu berujung pada jumlah dan angka.

Menurut ~ American  Institute  of  Certified  Public  Accounting

(AICPA) :”Accounting is the body of knowledge and function concerned with
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systematic  originating, authenticating, recording, classifying, processing,
summarizing, analyzing, interpreting supplying of dependable and significant
information covering transactions and which are in part at least, of financial
character, required for the management and operation of an entity and the reports

that have to be submitted, there on to meet fudiciary and other responssibilities”.

Terjemahan diatas menyatakan bahwa:“Akuntansi adalah seni pencatatan,
penggolongan, dan pengikhtisaran dengancara tertentu dalam ukuran moneter,
transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk

menafsirkan hasil-hasilnya (dwi suwiknyo, 2010:5)”.

Dwi suwiknyo, (2010:5). Accounting Board Statement No.5 mendefinisikan
akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi
kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang
dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang

digunakan dalam memilih diatara beberapa katernatif.
Berdasarkan definisi ini ada tiga aspek penting yaitu:

1. Akuntansi adalah suatu proses, yaitu proses pencatatan, penggolongan,
peringkasan transaksi.

2. Akuntansi memproses transaksi keuangan dengan cara yang mempunyai pola
tertentu (bukan sembarang atau acak-acakan) dan menggunakan satuan uang

sebagai alat pengukur
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3. Akuntansi tidak sekedar proses pencatatan, penggolongan dan peringkasan
belaka, melainkan meliputi juga penafsiran terhadap hasil dan proses proses
tersebut.

B. Pengertian Akuntansi Syariah

Syariah adalah aturan yang bersumber dari Nash yang Qad ’le dari Al-
Quran dan As-Sunnah jelas penyebutannya, baik lafadz dan maknanya. Al-
Quran adalah kitab suci dari Allah SWT kepada umat islam yang diturunkan melalui
Nabi Muhammad SAW yang kemudian dijadikan sumber hukum. Keberadaan As-
Sunnah adalah mempertegas hukum dalamAl-Quran. Al-Quran dan As-

Sunnah merupakan penjabaran dan pedoman untuk mencapai kesempurnaan agidah.

Salah satu ajaran sangat penting dalam agama islam adalah tentang
Muamalah atau Al-igtishadiyah (Ekonomi Islam). Sistem ekonomi islam ini juga
lazim disebut sistem ekonomi syariah yang merupakan sistem ekonomi mandiri,
bukan diadopsi dari ekonomi liberal, komunis, kapitalis dan sebagainya.
Implementasi kongkrit sistem ekonomi syariah diwujudkan dalam berbagai macam
lembaga keuangan syariah baik bank syariah maupun non-bank syariah yang

diwujudkan dalam berbagai jenis transaksi syariah didalamnya.

Menurut Prof. Dr Omar Abdullah Zaid dalam buku akuntansi syariah (hal.
57) mendefinisikan akuntansi syariah, “Musabahah, yaitu aktifitas yang teratur
berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tidakan-tindakan, keputusan-
keputusan yang sesuai dengan syari’at dan jumlah-jumlahnya, di dalam catatan-

catatan yang representative, serta berkaitan dengan pengukuran dengan hasil-hasil
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keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tidakan-tindakan, dan

keputusan-keputusan yang tepat.

Muhammad (2005:150) meyatakan bahwa Akuntansi syariah adalah teori
yang menjelaskan bagaimana menalokasikan sumber-sumber yang ada secara adil
bukan pelajaran tentang bagaimana akuntansi itu ada. Sehubungan dengan ini
shanata menjelaskan kemungkinan keberadaan akuntansi syariah adalah sebagai

berikut:

“postulat, standar, penjelasan dan prinsip akuntansi yang menggambarkan
semua hal. Karena, secara teoritis akuntansi memiliki konsep, prinsip dan tujuan
islam dan semua ini secara serentak berjalan bersama bidang ekonomi, sosial, politik,
ideologi, etika yang dimiliki islam, kehidupan islam dan keadilan dan hukum islam.
Dalam islam adalah suatu program yang memiliki bidang-bidang ekonomi, sosial,

politik, ideology, manajemen, akuntansi dan lain-lain...”

Berdasarkan definisi diatas bahwa akuntansi syariah merupakan suatu proses
akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang mencakup berbagai
ketentuan islam yang mengatur semua aktivitas manusia. Dimana akuntansi tersebut
mencakup sebuah proses mengidendifikasi, mengukur dan melaporkan informasi
ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian danpengambilan keputusan yang

jelas dan dapat dipercaya bagi pengguna dan pembacanya.
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C. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan dengan prinsip Bai’, Prinsip jual beli dilaksanakan adanya
perpindahan kepemilikan barang atau benda (Transfer of Property). Tingkat

keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut
setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil(Kasmir,
2000:73).Pembiayaan dengan sistem jual beli berdasarkan prinsip murabahah
diisyaratkan harus menjelaskan harga pokok barang dan juga menentukan besarnya
keuntungan bagi bank. Bank dalam menetapkan margin/keuntungan perlu kehati-
hatian atau secara wajar dan tidak berlebih-lebihan, karena jika berlebihan adalah

merupakan riba yang dilarang islam
1. Faktor yang berhubungan dengan pembiayaan

Munurut Pratin dan Akhyar Adnan (2005: 35-52), ada empat hal yang

mempengaruhi dalam pembiayaan antara lain :
a. Simpanan

Simpanan adalah seluruh dana yang dihasilkan dari produk penghimpunan
dana pada perbankan syariah, seperti giro wadiah, tabungan wadiah, dan tabungan
atau deposito mudharabah. Dalam hal ini, dinyatakan bahwa semakin besar sumber

dana yang ada di bank semakin besar pula bank dapat menyalurkan pembiayaan.

b. Modal Sendiri



16

Modal bank adalah aspek yang penting bagi unit bisnis bank.Sebab
beroperasi tidaknya atau dipercaya tidaknya suatu bank dipengaruhi oleh kondisi
kecukupan modalnya. Salah satu sumber pembiayaan adalah modal sendiri, sehingga
semakin besar sumber dana yang ada maka dapat menyalurkan pembiayaan dalam

batas maksimum.
c. Not Perfoming Loan (NPL) yang ditargetkan

NPL merupakan pembiayaan yang buruk yaitu pembiayaan yang tidak
tertagih. Besarnya NPL mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan
pembiayaan yang dijalankan oleh bank, sehingga semakin rendah NPL maka akan

semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank dan sebaliknya
d. Persentase bagi hasil (Margin)

Penetapan presentase bagi hasil ini didasarkan pada tingkat margin
keuntungan yang diperkirakan. Semakin rendah tingkat margin yang diambil oleh
bank maka semakin besar pembiayaan yang diminta masyarakat dan akan semakin

besar pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank.

D. Pengertian Murabahah
Secara linguistik, Murabahah berasal dari kata “ribhun” (C“ _J)yang

bermakna(iw\)yang berarti tumbuh dan berkembang serta beruntung

ataumurabahah juga berarti al-irbaah, karena salah satu dari dua orang yang
bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya (Al-Mandur: hal. 443).

Definisi Ulama Figh Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu. Dalam
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transaksi penjualan tersebut penjual menyebutkan secara jelas barang yang akan
dibeli termasuk harga pembelian barang dan keuntungan yang dinginkan.Sedangkan
menurut Perbankan Islam, Murabahah merupakan akad jual beli antara bank selaku
penyedia barang dengna nasabah yang memesan untuk membeli barang.Dari tansaksi
tersebut, bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati dari kedua pihak.
Selain itu murabahah juga merupakan jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi

jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan.

Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh
nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian menjualnya
kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan (Cost-Plus Profit) dan ini
dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara pihak bank dan pihak nasabah

yang bersangkutan.

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan UsahaKecil Dan
Menengah No: 91/Kep/M.KUKMI/1X/2004 tentangPetunjuk Kegiatan Usaha
Koperasi Jasa Keuangan Syariah,Murabahah adalah tagihan atas transaksi penjualan
barangdengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin)yang disepakati
pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota,calon anggota, koperasi-koperasi lain
dan atau anggotanya) atastransaksi jual beli tersebut, yang mewajibkan anggota
untukmelunasi  kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertaidengan

pembayaran imbalan berupa margin/keuntungan yangdisepakati dimuka sesuai akad.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 paragraf lima

mendefinisikan Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar
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biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus

mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa murabahah
merupakan suatu akad jual beli barang dengan harus menyatakan harga perolehan
dan keuntungan (margin), dan pelunasan kewajiban disertai pembayaran

margin/keuntungan murabahah yang disepakati sesuai akad.
1. Jenis-jenis Murabahah
Murabahah terdiri dari dua jenis yakni sebagai berikut:
a. Murabahah dengan pesanan

Murabahah dengan pesanan, penjual harus melakukan pembelian barang
setelah ada pemesanan dari pembeli.Murabahah dengan pesanan dapat bersifat
mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya.Kalau
bersifat mengikat, berartipembeli harus membeli barang yang dipesannya. Jika aset
murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pemesanan mengikat,
mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan

nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.
b. Murabahah tanpa pesanan

Murabahah jenis ini tidak mengikat. Kepemilikan barang di BMT sebelum
adanya pemesanan disebut murabahah tanpa pesanan. Murabahah tampa pesanan,
maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, BMT menyediakan
barang dagangannya. Namun, dalam prakteknya di Indonesia yang berlaku adalah

murabahah dengan pesanan
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2. Rukun dan Syarat Dalam Murabahah

Menurut Widodo (2010:25) dalam bukunya Seluk Jual Beli Murabahah

Perspektif Aplikatif, rukun murabahah dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Penjual (Ba ‘i)

Penjual dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Islam (LKI), yaitu dapat
berupa Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), atau
Baitul wa Tamwil (BMT) yang disebut dengan istilah Koperasi Jasa Keuangan

Syariah (KJKS).
b. Pembeli (Musytari)

Pembeli dalam hal ini adalah nasabah, baik sebagai pembeli akhir ataupun
selaku pedagang.Para pihak yang berakad dipersyaratkan harus cakap menurut
hukum.Dalam pengertian hukum syara’harus sudah dewasa dan dalam kaitannya
dengan hukum perdata sebagai hukum positif, yang bersangkutan minimal harus

berusia 21 tahun.
c. Barang yang Menjadi Objek Jual Beli (Mabi’)

Barang yang menjadi objek jual-beli dipersyaratkan harus jelas dari segi sifat,
jumlah, jenis yang akan diperjualbelikan termasuk halalan thoyiban, dan tidak
tergolong pada barang yang haram atau yang mendatangkan mudharat. Selain itu,
sifat barang harus bernilai.Objek murabahah dipersyaratkan telah menjadi milik dan

dalam penguasaan penjual.
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d. Harga Barang (Tsaman)

Harga barang dan keuntungan harus disebutkan secara jelas jumlahnya dan
satuan mata uangnya. Demikian juga cara pembayarannya, yaitu secara tunai atau
secara kredit (ditangguhkan). Jika dibayar secara kredit, waktu pembayaran dan
jangka waktunya harus jelas.Dalam konteks pembiayaan, harga jual barang adalah

batas maksimal pembiayaan yang disebut plafon atau limit.
e. Kontrak atau Akad (Sighat atau ljab-Qabul)

Dalam praktiknya, kontrak dapat dibuat secara tertulis di bawah tangan,
namun juga dapat dibuat oleh notaris.Dibandingkan dengan perjanjian di bawah

tangan, perjanjian secara notarial adalah lebih kuat.

Berdasarkan buku Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah
(2016:08)Sighat al-‘agad adalah berupa ijab dan kabul. Syarat dalam ijab dankabul
ini meliputi:

1. Jala'ul ma'na yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas,
sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.

2. Tawafuq yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.

3. Jazmul iradataini yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak

parapihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah,
setiap nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah mempunyai ketentuan

sebagai berikut :
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Pertama : ketentuan umum murabahah dalam bank syariah:

Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba

. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam

Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah
disepakati kualifikasinya

Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan
pembelian ini harus sah dan bebas riba

Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,
misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan
harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank
harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut
biaya yang diperlukan.

Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka
waktu tertentu yang telah disepakati.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut,
pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari
pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara

prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:
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Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau

aset kepada bank.

. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu

aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus

menerima/membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya,

karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah

pihak harus membuat kontrak jual beli.

Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang

muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus

dibayar dari uang muka tersebut.

. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank,

bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

. Jika vang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka,

maka:

a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal
membayar sisa harga.

b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal
sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut;
dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi

kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah:
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. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan
pesanannya.

Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
Keempat : Hutang dalam Murabahah:

. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak
ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak
ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut
dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan
hutangnya kepada bank.

. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak
wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus
menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. la tidak boleh
memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu

diperhitungkan.
Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian
hutangnya.

. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu
pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan
melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui

musyawarah.
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Keenam : Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya,
bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau

berdasarkan kesepakatan.
3. Prinsip Pembiayaan Murabahah

Menurut Standar Umum SOP tentang Murabahah prinsip pembiayaan
murabahah dalam buku Standar Produk Perbankan Syariah tentang murabahah

ahmad buchori (2016: 22) terdiri dari:

a. Pembiayaan Murabahah dapat digunakan untuk tujuan konsumtif seperti
pembelian kendaraan bermotor, rumah dan alat rumah tangga lainnya
maupun tujuan produktif seperti kebutuhan modal kerja ataupun investasi

b. Pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah harus
dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara notariil atau di bawah
tangan

c. Saat penyusunan perjanjian Pembiayaan Murabahah, Bank (sebagai penjual)
harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian Obyek
Pembiayaan kepada Nasabah (sebagai pembeli) seperti harga pokok, margin,
kualitas dan kuantitas Obyek Pembiayaan yang akan diperjualbelikan

d. Dalam kontrak perjanjian Pembiayaan Murabahah harus tertera dengan jelas
bahwa Bank menjual Obyek Pembiayaan kepada Nasabah dengan Harga Jual

yang terdiri atas Harga Perolehan dan Margin
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e. Harga Perolehan terdiri dari sejumlah dana yang dikeluarkan Bank untuk
memiliki Obyek Pembiayaan ditambah dengan biaya-biaya yang terkait
langsung dengan pengadaan barang dan harus dinyatakan dengan jelas dan
transparan oleh Bank

f. Biaya-biaya yang terkait langsung yang dapat diperhitungkan ke dalam
penetapan Harga Perolehan antara lain biaya pengiriman dan biaya yang
dikeluarkan oleh Bank dalam rangka memelihara dan/atau meningkatkan
nilai barang

g. Nasabah sebagai Pembeli berjanji untuk membayar Harga Jual yang
disepakati atas Obyek Pembiayaan secara cicil atau tunai kepada Bank pada
jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak
perjanjian

4. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Ekonomi syariah berkembang dan menjangkau hampir semua aspek industri
keuangan. Perkembangan ini akan terus berlanjut seiring dengan permintaan (demand)
masyarakat akan produk dan jasa perbankan dan keuangan syariah, termasuk lembaga
keuangan mikro syariah. Permintaan itu sendiri akan semakin berkembang dengan
semakin meluasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah.
Dengan demikian, lembaga-lembaga keuangan dan ekonomi syariah harus terus
melakukan sosialisasi dan pendidikan tentang ekonomi syariah dari berbagai aspek

kepada masyarakat.

Syarat utama yang dibutuhkan untuk mendukung perkembangan lembaga

keuangan mikro syariah adalah pengembangan keahlian dan kompetensi di bidang jasa
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keuangan syariah. Hal ini dibutuhkan untuk mendorong terjadinya akselerasi dalam

inovasi dan meningkatkan kinerja lembaga-lembaga keuangan mikro syariah. Untuk itu

diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memaksimalkan pelayanan.

2.2.2

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan ketentuan-ketentuan mengenai :

Manual Mutu

Prosedur Kerja

Instruksi Kerja

Ketentuan Mutu (Persyaratan-persyaratan mutu)
Sasaran Mutu

Struktur Organisasi

Tupoksi dan Kualifikasi/jobdes

Arsip (Catatan Mutu)

dan dokumen lainnya

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Prinsip-prinsip pelaksanaan koperasi BMT dan Produk Inti BMT
Prinsip-prinsip pelaksanaan koperasi BMT adalah sebagai berikut:

Koperasi BMT (KJKS/UJKS) merupakan badan usaha yang beranggotakan
orang-orang atau badan hukumm koperasi yang menjadikan system syariah
sebagai landasan operasional

Tujuan pengembangan koperasi BMT (KJKS/UJKS) adalah untuk
meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan mikro

kecil, menegah dan koperasi melalui system syariah
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3. Koperasi BMT (KJKS/UJKS) berfungsi untuk membangun dan
mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat

4. Anggota koperasi BMT (KJKS/UJKS) bersifat sukarela dan terbuka, dan
dikelola secara demokratis dan islam

5. Substansi anggaran dasar koperasi BMT minimal membuat daftar nama
pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, ketentuan
menngenai keanggotaan, rapat anggota, pengelolaan permodalan jangka
waktu berdiri, pembagian sisa hasil usaha dan sanksi.

6. Ketentuan tentang keanggotaan dapat beranggota biasa, anggota luar biasa
dan calon anggota

7. Koperasi BMT (KJKS/UJKS) wajib menyelenggarakan rapat anggota
tahunan (RAT) minimal satu kali dalam satu tahun

8. Masa jabatan pengurus koperasi BMT (KJKS/UJKS) paling lama lima tahun
dan dapat dipilih kembali

9. Pengawas BMT (KJKS/UJKS) harus dipilih dari dan oleh anggota koperasi
BMT dalam rapat anggota

10. Modal koperasi BMT (KJKS/UJKS) terdiri dari modal sendiri dan modal

pinjaman

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah salah satu lembaga keuangan mikro
yang ada di Indonesia selain koperasi dan lembaga keuangan mikrolainnya. Awal
mula munculnya BMT di indonesia adalah pada bulan juni tahun 2002 di Jakarta,
oleh prakarsa beberapa orang yang mendirikan lembaga keuangan tampa bunga

dengan mana BMT Insan Kamil. Lembaga Keuangan non perbankan ini
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mengenalkan konsep bagi hasil dalam bentuk: Akad (Mudharabah), dan konsep Jual
Beli (Murabahah), serta akad kerjasama bisnis (Musyarakah). Oleh karena itu,
kedudukan BMT sangat strategis, apalagi pangsa pasal di bidang permodalan usaha
masih didominasi oleh UKM yang jumlah jutaan dibandingkan dengan usaha-usaha

besar.

BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang yang berpegang teguh pada
prinsip-prinsip syariah sudah semestinya menggunakan proses akuntansi yang
berlandaskan syariah. Pemberlakuan PSAK yang seharusnya digunakan sebagai
acuan prakrek akuntansi bagi lembaga keuangan islam non bank dalam menyusun

laporan keuangan yang mengacu pada ketentuan akuntansi syariah.

Eksistensi lembaga keuangan syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil jelas
memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah. Hal ini

didasarkan kepada alasan berikut:

1. Secara filosofis Baitul Maal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan yang
secara teoritis dan praktis mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi syariah
dengan berpedoman kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah.

2. Secara institusional, Baitul Maal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan
yang mampu memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan
menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan
sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian yang berbasis

nasional.
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3. Secara yuridis, kedudukan Baitul Maal wat Tamwil memiliki landasan
hukum yang cukup kuat yang mengacu kepada UU No0.10/1998 tentang
perbankan dimana Baitul Maal wat Tamwil dapat menyelenggarakan usaha
pelayanan dan jasa keuangan dalam skala kecil dan menengah.

2.2.3 Acuan Akuntansi Murabahah dalam PSAK 102
A. Karakteristik PSAK 102

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 Paragraf 5-17 mengatakan

karakteristik transaksi Murabahah diantaranya:

1. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.
Murabahah berdasarkan pesanan dimana penjual melakukan pembelian
barang setelah ada pemesanan dari pembeli

2. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat
pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan
mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Apabila aset
murabahah yang telah dibeli penjual dalam pemesanan mengikat mengalami
penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai
tersebut menadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.

3. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.
Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat
barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayarannya dilakukan dalam

bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
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. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda sebelum

akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati maka

hanya ada satu harga yang digunakan.

Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya

perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum

akad murabahah maka potongan itu merupakan hak pembeli. Sedangkan

diskon yang diterima setelah akad murabahah disepakati maka sesuai dengan

yang diatur dalam akad, dan jika tidak diatur dalam akad maka potongan

tersebut adalah hak penjual.

Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain meliputi:

a. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang

b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian
barang

c. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian
barang

Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah

disepakati dan diperlakukan sesuai dengan kesepakatan akad tersebut. Jika

akad tidak mengatur. Maka diskon tersebut menjadi hak penjual

. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang

murabahah antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual

. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen

pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan

piutang murabahah jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah
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batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurang
dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil
dari kerugian, penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.

10. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan
yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat
dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan
oleh force majeure. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan fa zir yaitu
untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya
denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal
dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

11. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah
jika pembeli:

a. Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu, atau
b. Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah
disepakati.

12. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang
belum dilunasi jika pembeli:

a. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu, atau
b. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

B. Aspek Pengakuan dan Pengukuran Murabahah PSAK 102

Aspek pengakuan dan pengukuran Murabahah PSAK 102 (hal.18-36) ada

dua yakni sebagai berikut:
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1. Akuntansi untuk Penjual

Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya
perolehan (PSAK 102 paragraf 18).Dalam transaksi ini entitas syariah akan mencatat,

yakni:

Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut(PSAK

102 paragraf 19) :

1. Jika murabahah pesanan mengikat, maka:
1) Dinilai sebesar biaya perolehan
2) Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi
lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut
diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
2. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat,
maka:
1) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai neto yang dapat
direalisasi, mana yang lebih rendah
2) Jika nilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya

perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai berikut (PSAK 102

paragraf 20):

1. Pengurang biaya perolehan aset murabahah jika terjadi sebelum akad

murabahah
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2. Liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan
sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli.

3. Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah
dan sesuai akad menjadi hak penjual, atau

4. Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak

diperjanjikan di akad

Liabilitas penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan pembelian

akan tereliminasi pada saat (PSAK 102 paragraf 21):

1. Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah
dikurangi dengan biaya pengembalian atau
2. Dipindahkan sebagai dana kebijakan jika pembeli sudah tidak dapat

dijangkau oleh penjual

Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya
perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati.Pada akhir periode
laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai neto/bersih yang dapat
direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang(PSAK 102

paragraf 22).
Keuntungan murabahah diakui (PSAK 102 paragraf 23)apabila:

1. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau
tangguh yang tidak melebihi satu tahun
2. Selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk

merealisasikan keuntungan untuk transaksi tangguh lebih dari satu
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tahun.Berikut  metode-metode digunakan yang sesuai  dengan

karakteristik Risiko dan Upaya transaksi Murabahabh:

a Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini
terapan untuk murabahah tangguh di mana risiko penagihan kas dari
piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta
penagihannya relatif kecil.

b Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil
ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi
murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih relatif
besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut
relatif besar juga.

¢ Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih.
Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh di mana
risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta
penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai,

karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi.

Pengakuan keuntungan, diatas PSAK 102 paragraf 23.2(b), dilakukan secara
proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase
keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih.Persentase keuntungan
dihitung dengan perbandingan antara margin/keuntungandan biaya perolehan aset

murabahah(PSAK 102 paragraf 24).
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Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang
melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui

sebagai pengurang keuntungan murabahah(PSAK 102 paragraf 26).

Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan

menggunakan salah satu metode (PSAK 102 paragraf 27) berikut:

1. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang
murabahah dan keuntungan murabahah

2. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang
dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya

kepada pembeli.

PSAK 102 paragraf 28 menyatakan bahwa potongan angsuran murabahah

diakui sebagai berikut:

1. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka
diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah
2. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka

diakui sebagai beban.

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai
dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan (PSAK

102 paragraf 29).

PSAK 102 paragraf 30 menyatakan Pengakuan dan Pengukuran uang muka

adalah sebagai berikut:
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1. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang
diterima.

2. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai
pembayaran piutang (merupakan bagian pokok)

3. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan
kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah
dikeluarkan oleh penjual.

2. Akuntansi untuk Pembeli Akhir

PSAK 102 paragraf 31 menyatakan hutang yang timbul dari transaksi
murabahah tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar harga beli yang

disepakati (jJumlah yang wajib dibayarkan).

Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya
perolehan murabahah tunai.Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya

perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan (PSAK 102 paragraf 32).

Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi

utang murabahah (PSAK 102 paragraf 33).

Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan
pelunasan, dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurang beban

murabahah tangguhan (PSAK 102 paragraf 34).

Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai

dengan akad diakui sebagai kerugian (PSAK 102 paragraf 35).Potongan uang muka



37

akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian (PSAK 102

paragraf 36).
C. Aspek Penyajian dan Pengungkapan Murabahah PSAK 102

Aspek penyajian dan pengungkapanMurabahah PSAK 102 (hal.37-

41)sebagai berikut:
1. Penyajian

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan,
yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang (PSAK 102
paragraf 37).Margin/keuntungan murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang
(contra account) piutang murabahah (PSAK 102 paragraf 38).Beban murabahah
tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang murabahah (PSAK

102 paragraf 39).
2. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahabh,

tetapi tidak terbatas pada:

a. Harga perolehan aset murabahah

b. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai
kewajiban atau bukan

c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan

Keuangan Syariah.
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Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi

murabahah(PSAK 102 paragraf 40), tetapi tidak terbatas pada:
a. Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah
b. Jangka waktu murabahah tangguh

c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan

Keuangan Syariah.
D. Acuan Alternatif

Penjual yang tidak memiliki risiko yang signifikan terkait dengan
kepemilikan persediaan untuk transaksi murabahah merupakan penjual yang
melaksanakan transaksi pembiayaan murabahah(PSAK 102 paragraf 41A).Perlakuan
atas transaksi tersebut mengacu pada PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan
dan Pengukuran, PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian, dan PSAK 60:
Instrumen Keuangan: Pengungkapan yang terkait aset keuangan dalam kategori
pinjaman yang diberikan dan piutang, disesuaikan dengan karakteristik transaksi

syariah.

PSAK 102 paragraf41B.Risiko yang terkait dengan kepemilikan persediaan

antara lain:

1. Risiko perubahan harga persediaan
2. Keusangan dan kerusakan persediaan
3. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan

4. Risiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak.



39

E. Ketentuan Transisi

Pernyataan PSAK 102 paragraf 42 ini berlaku secara prospektif untuk
transaksi murabahah yang terjadi setelah tanggal efektif.Untuk meningkatkan daya
banding laporan keuangan maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini secara
retrospektif.Secara prospektif dengan ketentuan PSAK 102 paragraf 41A dan 41B

sebagai berikut:

a. Jumlah tercatat piutang murabahah, margin murabahah tangguhan, dan biaya
transaksi terkait merupakan jumlah tercatat awal (deemed cost).

b. Tingkat imbal hasil efektif ditentukan berdasarkan arus kas masa depan sejak
tanggal penerapan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan
Pengukuran, PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian, dan PSAK 60:
Instrumen Keuangan: Pengungkapan sampai dengan akhir akad.

c. Pada awal penerapan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60, entitas menentukan
penurunan nilai aset keuangan dari transaksi murabahah berdasarkan kondisi
pada saat itu. Selisih antara penurunan nilai tersebut dengan penurunan nilai
yang ditentukan berdasarkan kebijakan akuntansi sebelumnya diakui
langsung ke saldo laba pada saat awal penerapan PSAK 55, PSAK 50, dan
PSAK 60. Jika entitas menentukan penurunan nilai berdasarkan PSAK 55,
PSAK 50, dan PSAK 60 tidak di awal penerapan PSAK tersebut, maka
entitas memisahkan penurunan nilai yang berasal dari periode berjalan yang
diakui dalam laba rugi dan penurunan nilai yang berasal dari periode
sebelumnya yang diakui langsung ke saldo laba. Jika entitas tidak dapat

memisahkan penurunan nilai tersebut, maka penurunan nilai diakui dalam
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laba rugi dan fakta tersebut diungkapkan secara memadai dalam catatan atas
laporan keuangan.
d. Jika entitas tidak memiliki data yang memadai terkait dengan pembentukan

cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif, maka entitas:

1. menggunakan data kerugian dari peer group atas kelompok aset
keuangan yang sebanding

2. jika kondisi (a) tidak tersedia, maka entitas dapat menggunakan
kebijakan akuntansi sebelumnya dalam menentukan penurunan nilai
secara kolektif. Penggunaan kebijakan akuntansi ini hanya dapat
dilakukan untuk periode tahun buku yang berakhir pada atau sebelum 31
Desember 2014. Fakta tersebut diungkapkan secara memadai dalam

catatan atas laporan keuangan.

Pada 21 Desember 2012 keluar Fatwa 84/DSN-MUI/XI11/2012 tentang
Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah)
di Lembaga Keuangan Syariah yang mengatur bahwa LKS menggunakan metode
proporsional dan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan murabahah,

sementara non-LKS menggunakan metode proporsional
F. Fatwa DSN MUI Tentang Transaksi Murabahah

Berkenaan dengan uang muka, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa
nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam murabahah. Berikut

ketentuan umum uang muka:
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1. Dalam akad pembiayaan murabahah, lembaga keuangan syariah (LKS)
dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak sepakat.

2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan

3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan
ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut

4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta
tambahan kepada nasabah

5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan

kelebihannya kepada nasabah.

Sedangkan dalam himpunan fatwa yang sama terdapat aturan mengenai
diskon dalam fatwa nomor 16/DSN-MUI/I1/2000, tentang diskon dalam murabahah

berikut ketentuan umum diskon:

1. Harga (Tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh
kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (g 'mah) benda yang menjadi
objek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah

2. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang
diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan

3. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga
sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah hak
nasabah

4. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian disko itersebut

dilakukan berdasarkan penjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad
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5. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan

ditandatangani.

Dewan Syariah Nasional juga menetapkan sanksi atas nasabah mampu yang
menunda-nunda pembayaran murabahah baik disengaja maupuntidak disengaja, atau
adanya tidak kemauan untuk membayar.Sebagaimana tercantum dalam fatwa nomor
17/DSN-MUI/1X/2000, Berikut ketentuan sanksi nasabah yang mampu menunda-

nunda pembayaran:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi
menunda-nunda pembayaran dengan sengaja

2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure
tidak boleh dikenakan sanksi

3. Nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak
mempunyai kemauan dan 7’tikad baik untuk membayar hutangnya boleh
dikenakan sanksi

4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih
disiplin dalam melaksanakan kewajibannya

5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas
dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani

6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Dalam fatwa DSN 23/DSN-MUI/111/2002, tentang potongan pelunasan dalam

murabahah. Berikut ketentuan umum potongan dalam murabahah:
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1. Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran
tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh
memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat
tidak diperjanjikan dalam akad

2. Besar potongan sebagaimana maksud diatas diserahkan kepada kebijakan dan

pertimbangan Lembaga Keuangan Syariah

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa nomor 46/DSN-MUI/11/2005,

tentang potongan tagihan murabahah berikut ketentuan pemberian potongan:

1. Lembaga Keuangan Syariah boleh memberikan potongan dari total
kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) murabahah
yang telah dilakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu
dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran

2. Besar potongan sebagaimana dimaksud diatas diserahkan pada kebijakan
LKS

3. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

Dewan Syariah Nasional juga mengeluarkan fatwa Nomor 47/DSN-
MUI/11/2005, tentang bahwa Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan
penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi

pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau
melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati

2. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan
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3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka LKS mengembalikan
sisanya kepada nasabah

4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap
menjadi hutang nasabah

5. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS dapat

membebaskannya.

Dewan Syariah Nasional menetapkan fatwa nomor 48/DSN-MUI/I1/2005
tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah, lembaga keuangan syariah boleh
melakukan penjadwalan kembali (Rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah
yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu

yang telah disepakati dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa

2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil

3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah
pihak.

2.2.4 l4ntegrasi Keislaman
A. Landasan Hukum Murabahah dalam Al-quran
Landasan Al-quran tentang Murabahah

(YVors jall). Tl a5as all i Jals

“..padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba..”(QS.Al-Bagarah:275)
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sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29)

B. Landasan Hukum Murabahah dalam Al-hadist

Landasan al-hadist tentang Murabahah

Rizal yaya (2014:158) Hadits yang diriwayatkan oleh ibnu majah yang
berbunyi sebagai berikut: Dari Shuaib Ar-rumi R.A bahwa Rasulullah SAW
bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara
tangguh, mugaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk

keperluan rumah”

“Pendapatan yang paling afdhal adalah hasil karya tangan seseorang dan

jual beli yang mabrur.” (HR.Ahmad Al Bazar Ath Thabrani)

“Dari  Abu Said Al-Hudriyyi bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:
“sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka.” (HR.al-

baihaqgi dan Ibn majah)

“Dari Abu Huraira r.a: Allah SWT mengasihi orang yang memberikan

kemudahan bila ia menjual dan membeli serta dalam menagih haknya”
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C. Landasan Al-quran tentang Mu ‘amalah
(YAY s a1y 5 58818 s Jal ) iy a5 130 T 55l il

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‘amalah tidak secara
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar” (Qs. Al-
Bagarah :282).

Dalil-dalil diatas dapat disimpulkan bahwa islam sangat memperhatikan hal-
hal yang berkaitan dengan pencatatan akuntansi yang merupakan sejumlah informasi
atau sebuah proses pengerjaan akuntansi yang merupakan sebuah siklus, yang
dimulai dari pembuatan bukti pencatatan transaksi sampai pada laporan keuangan
yang nyata dan jelas mudah dipahami bagi pihak yang bersangkutan.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam menjelaskan alur dari penelitian ini. Dimana
penelitian ini mengevaluasi tentang penerapan dan perlakuan akuntansi untuk
pembiayaan murabahah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) No. 102 yang dilakukan pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) NU Gapura
Sumenep. Hal ini, peneliti membandingkan antara akuntansi transaksi murabah yang
dilakukan BMT NU Gapura sumenep dengan system perlakuan akuntansi yang
berdasarkan PSAK No. 102, Perlakuan akuntansi muabahah pada BMT yang

seharusnya sesuai dengan PSAK no. 102.
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Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

. Jika terjadi adanya transaksi jual beli (Murabahah) antara pihak yang terkait
antara nasabah dengan pihak Baitul Maal wa Tamwil (BMT), maka pihak
anggota BMT melakukan pencatatan akuntansi murabahah baik itu transaksi
pada saat awal akad, atau selama proses angsuran, dan/atau pada saat
pelunasan

. Jika transaksi murabahah di BMT yang meliputi pada saat awal akad, selama
proses angsuran, dan/atau pada saat pelunasan BMT menyajikan sebuah
informasi akuntansinya namun tetap pada konteks syari’ah, maka hal tersebut
juga harus sesuai dengan PSAK 102

. Jika perlakuan akuntansi pada BMT NU Gapura Sumenep ini telah
menerapkan perlakuan akuntansi berdasarkanPSAK no. 102, maka pihak
BMT apabila melakukan pencatatan akuntansi tetap mempertahankan system
tersebut sesuai berdasarkan PSAK no. 102

. Jika perlakuan akuntansi pada BMT NU Gapura Sumenep ini belum atau
tidak sepenuhnya menerapkan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK no.
102, diharapkan bagi pihak BMT NU Gapura Sumenep mampu dapat
menjalankan kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sesuai

dengan standar yang berlaku PSAK no. 102.



BAB Il1
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang tergolong dalam penelitian
kualitatif, penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyajikan
data secara sistematis mengenai masalah yang ada pada saat sekarang atau masalah
yang bersifat aktual, yang kemudian di analisis dan di tarik kesimpulannya. Dan
kesimpulan tersebut di tarik sesuai dengan faktualnya. Menurut Bogdan dan Taylor
(1975:5). Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilakan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
dapat diamati (Moloeng, 2010:4)
3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) NU Sumenep yang
berlokasi di JIn. Raya Gapura Desa Gapura Tengah kecamatan Gapura kabupaten
Sumenep. Dengan terpilihnya lokasi yang akan diteliti oleh peneliti bahwa apakah
perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah di BMT ini sesuai dengan
berdasarkanPSAK No. 102 tentang Murabahah. Untuk mengetahui hal tersebut
peneliti ingin meganalisa dan membantu dalam transaksi pembiayaan murabahah ini
selah sesuai atau tidak sesuai dengan PSAK No.102
3.3 Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah BMT NU Gaprura Sumenep.Sedangkan untuk
obyek penelitian ini adalah akuntansi pembiayaan murabahah yang terdiri dari

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.Pembiayaan akuntansi
49
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murabahah berdasarkan standar akuntansi yang telah ditentukan dalam PSAK no.
102.
3.4 Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data
sekunder.Data primer yaitu data yang berasar langsung dari sumber data yang
dikumpulkan dengan permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2005: 129).Sugiyono
(2005: 129) mengatakan bahwa data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti
secara tidak langsung melalui berbagai perantara. Dengan kata lain, data sekunder
adalah data yang sebelumnya telah diolah sebagai data pihak ketiga. Data sekuder
berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip
(documenter).Data penelitian ini juga diperoleh dengan menggunakan metode
kepustakaan (library research) dan mengaskes website maupun situs-situs.Dari
sumber-sumber data terkait yang telah diuraikan pada sumberdata penelitian,
diharapkan dapat memperoleh informasi mengenaipembiayaan murabahah dan
perlakuanakuntansinya.
3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan peneliti yang didapatkan yaitu dengan:

1. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan

tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber

atau sumber data.
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Wawancara dalam penelitian ini merupakan wawancara yang tidak terstruktur,
peneliti ini tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis
dan lengkap untuk pengumpulan data

2. Tinjauan kepustakaan (library research)

Metode ini dilakukan dengan mempelajari teori-teori dan konsep-konsep
yang berhubungan dengan masalah yang diteliti pada buku-buku, makalah, dan
jurnal guna memperoleh landasan teoritis dalam melakukan pembahasan yang
berhubungan dengan akuntunsi syariah, terutama mengenai pembiayaan murabahah
dan peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan hal tersebut.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini bertujuan untuk mendapatkan data yang terkait
dengan variable penelitian yaitu data perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah
berdasarkan PSAK 102 di BMT NU Gapura Sumenep.

3.6 Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh melalui wawancara (interview)
dan dokumentasi maka penulis menggunakan teknik analisa kualitatif. Analisa data
kualitatif menurut winarno (1999:139) adalah menentukan dan menafsirkan data
yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan,
sikap yang nampak atau tentang suatu proses yang sedang muncul, kecenderungan
yang menampak, pertentangan yang meruncing, dan sebagainya. Disimpulkan bahwa,
mendeskripsikan dara kualitatif dengan cara menyusun dan mengelompokkan data

yang ada, sehingga member gambaran nyata kepada pembaca.
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Oleh karena itu data dalam penelitian ini adalah kualitatif, data diperoleh
dengan langkah-langkah sebgai berikut:

a. Survey. Dengan hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi awal sebelum
melaksanakan penelitian

b. Wawancara (interview). Dengan hal ini dilakukan untuk mendapat informasi
dalam lapangan dengan pihak yang bersangkutan. Pihak yang bersangkutan
tersebut adalah pihak dari pengurus BMT, pengelola BMT, dan anggota
BMT NU Gapura Sumenep

c. Mengumpulkan data yang merupakan dokumentasi yang didapat terkait
dengan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah

d. Menganalisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan analisis

kualitatif.



BAB IV
PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.3 Paparan Data
4.1.1 Latar Belakang Instansi/Perusahaan

BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan atas kondisi masyarakat
Sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan Gapura pada khususnya dimana
kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan. Padahal etos kerja
mereka cukup tinggi hal ini sesuai dengan lagu madura asapok angen
abantal ombek ( berselimut angin dan berbantal ombak).

Masyarakat kecamatan Gapura Kab. Sumenep termasuk pekerja keras, suami
istri saling bahu membahu untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi kerja keras
mereka tidak mampu meningkatkan taraf hidupnya. Hal inilah yang membuat
Nahdlatul Ulama prihatin. Oleh karenanya, pada tahun 2003 Pengurus MWC. NU
Gapura memberikan tugas kepada Lembaga Perekonomian yang waktu itu bertindak
sebagai Ketua Lembaga Perekonomian adalah Masyudi. Berawal dari kesepakatan
bersama, akhirnya Lembaga Perekonomian mencanangkan Program Penguatan
Ekonomi Kerakyatan untuk Kesejahteraan Masyarakat yang
Mardhatillah.  Keninginan tersebut diperlukan adanya upaya secara konkret,
sistematis, dan terpadu guna mengatasi berbagai masalah ekonomi warga.

Untuk mewujudkan program tersebut, serangkaian upaya telah dilakukan oleh
Lembaga Perekonomian MWC NU Gapura, diawali dengan pelatihan kewirausahaan
( 08-10 April 2003), berincang bersama Alumni Pelatihan guna merumuskan Model

Penguatan Ekonomi Kerakyatan ( 13 Juni 2003 ), Temu Usaha (21 Nop. 2003),
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Lokakarya Tanaman Alternatif selain Tembakau (13 Mei 2004 ) dan
Lokakarya Perencanaan Pembentukan BUM NU ( Badan Usaha Milik NU ) .

Hasil Lokakarya tersebut akhirnya ditemukan bahwa persoalan yang sedang
dihadapi oleh masyarakat kecil adalah lemahnya Akses permodalan, lemahnya
Pemasaran, dan lemahnya penguasaan Tekhnologi. Selanjutnya peserta lokakarya
sepakat bahwa yang perlu pertama kali dientaskan adalah penguatan modal bagi
usaha kecil dan mikro yang selama ini kurang mendapatkan akses permodalan.

Masyudi, selaku ketua Lembaga perekonomian NU kala itu, menawarkan
gagasan untuk mendirikan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), sebagai lembaga
keuangan mikro syariah yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam bagi
anggotanya. Gagasan ini berangkat dari sebuah keprihatinan semakin merajelelanya
peraktek rentenir. Informasi yang diterima Masyudi saat itu, sebanyak 3.311
pedagang kecil di wilayah Kecamatan Gapura dan sekitarnya terjerat praktik rentenir
maupun "bank harian", dengan tingkat bunga hingga 50 persen dalam sebulan.

Pada awalnya para peserta lokakarya dan Pengurus MWC NU Gapura
keberatan dengan gagasan ketua lembaga perekonomian untuk mendirikan BMT.
Keberatan mereka bukan tanpa alasan, salah satu alasan mendasar bagi mereka
karena trauma masa lalu yang seringkali dibentuk lembaga keuangan, yang berujung
uang mereka disalah gunakan. Akhirnya pada tanggal 01 Juni 2004 Pengurus MWC
NU bersama-sama dengan peserta lokakarya menyepakati untuk mendirikan sebuah
usaha simpan pinjam pola syari’ah yang diberi nama BMT ( Baitul Maal wa

Tamwil ).



55

Salah satu kesepakatan pada saat pendirian adalah legalitas BMT NU
diusahakan setelah adanya kemajuan yang signifikan, prospek yang bagus serta
mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hal ini dilakukan agar kehadiran BMT NU
tidak semakin menambah jumlah badan usaha yang hanya papan nama namun
kegiatan usahanya tidak ada. Disamping itu, peserta juga menyepakati Masyudi
selaku Ketua merangkap Sekretaris Darwis sebagai Bendahara.

Salah satu tantangan terberat bagi pengurus di awal berdirinya adalah
meyakinkan kembali seluruh pendiri KIKS BMT NU. Sebab di awal berdirinya,
dari 36 (tiga puluh enam) orang yang bersepakat untuk mendirikan BMT NU hanya
22 ( dua puluh dua) orang yang bersedia membayar simpanan Anggota dan hanya
terkumpul modal awal sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah) dan hanya
mereka yang kemudian namanya tercatat sebagai anggota pertama sekaligus sebagai
pendiri. Ke dua puluh dua orang pendiri tersebut yaitu : KH. Moh. Ma’ruf ( Banjar
Barat), KH. Dahlan (Gapura Barat), KH. Fadlail (Gapura Timur), KH. Abd. Basith
(Gapura Barat), Drs. Mursyidul Umam (Gapura Timur), KH. Masturi (Gapura
Tengah), Moh. Syahid ( Gersik Putih), Ruhan, S.Ag (Andulang), Drs. H. Imam Alwi
(Batudinding), Fathul Bari (Mandala), KH. Nadzir Mabruri (Beraji), K. Imam Dasuki
(Andulang), KH. Nur Iskandar, BA (Gapura Barat), H. Kamalil Ersyad (Gapura
Timur), Suroyo (Gapura Timur), Abd. Rasyid (Gapura Timur), H. Faidul Mannan
(Mandala), Masyhudi Zubaid (Gapura Timur), KH. Syafi’udin (Baban), K. Asmuni
(Gapura Tengah), Darwis (Gapura Tengah) dan Masyudi (Andulang).Hal ini
diharuskan bagi pengurus BMT NU bekerja keras guna meyakinkan mereka dan

masyarakat bahwa BMT NU yang dilahirkan benar-benar dapat bermanfaat bagi
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peningkatan usaha kecil danmenengah agar simpanan
merakaamandanmenentramkankarena dikelola secara
profesional dan bebas dari praktik Riba yang diharamkan oleh Allah SWT.
Semangat dan motivasi tinggi dari pengurus yang waktu itu hanya 2 (dua)
orang benar-benar diuji dan memerlukan dedikasi secara total untuk dapat
meningkatkan dan mengembangkan BMT NU yang diyakini mampu mengangkat
ekonomi usaha kecil dan mikro. Oleh karena itu, pengurus hampir tiap malam door
to door ke rumah masyarakat di kecamatan Gapura untuk mengajaknya menjadi
anggota BMT. Siang sampai sore hari pengurus mencari peminjam sekaligus
menyerahkan pinjamannya, sedangkan pada malam hari mencari penabung dan
anggota serta mengerjakan administrasi keuangan. Awalnya, banyak orang pesimis,
hal ini tidak terlepas dari kondisi dan image masyarakat terhadap perjalanan
Koperasi yang seringkali mati ditengah jalan dan simpanan anggota tidak diketahui
nasibnya,bahkan banyak koperasi yang ujung-ujungnya hanya
menguntungkan pengurusnya saja. Kondisi inilah yang menjadi tantangan terberat
bagi pengurus dalam meyakinkan masyakat agar mau bergabung dan menabung.
Kerja keras dan dedikasi total pengurus pada tahun 2004 belum banyak
membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari modal awal Rp, 400.000 diawal berdirinya
( 1 juli 2004) sampai dengan Desember 2004 hanya meningkat menjadi Rp.
2.172.000,- dengan laba bersih yang diperoleh Rp. 42.000,- padahal biaya
operasionalnya tidak dibebankan kepada BMT NU melainkan dibebankan kepada
pengurus sebagai wujud pengorbanan pengurus. Dengan demikian diawal berdirinya

pengurus harus menanggung sendiri biaya operasional serta tidak mendapatkan gaji
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sepeserpun. Itu semua dilakukan demi kemajuan BMT NU. Sementara itu,
anggotanya dari 17 orang hanya meningkat menjadi 33 orang.

Melihat kondisi seperti tersebut, akhirnya Rapat Anggota Pertama ( 04
Januari 2005) memutuskan untuk menambah 1 (satu) orang lagi pengurus yang
ditunjuk sebagai Sekretaris yang sebelumnya dijabat oleh Masyudi yang merangkap
sebagai Ketua. Tidak hanya itu, Rapat Anggota juga memutuskan untuk membuka
Hari Layanan yaitu setiap hari Selasa dan Sabtu mulai jam 09.00 s.d. 12.00 WIB
dengan menempati salah satu ruangan di Kantor MWC NU Gapura. Kesepakatan ini
diambil, oleh karena pada tahun 2004 memang tidak ada tempat layanan maupun
kantor sebagai pusat kegiatan Pengurus. Selama tahun 2004 pelayanan dilakukan di
jalan, pasar, lapangan maupun Rumah anggota yang sedang dilayani. Sedangkan
kegiatan administrasi dikerjakan di rumah Masyudi selaku Ketua.

BMT NU di tengah persimpangan jalan yang terjadi dan berbagai langkah
dan upaya terus dilakukan dengan semangat pengorbanan dan dedikasi yang
maksimal selama 2 (dua) tahun BMT NU berdiri. Namun ternyata, di tahun 2005
kondisinya tetap tidak jauh berbeda dengan tahun 2004. perkembangan yang terjadi
jauh dari harapan, hal ini karena masyarakat yang mau bergabung dan menabung
masih belum percaya sepenuhnya dan harus berpikir seribu kali untuk menjadi
anggota BMT NU. Kondisi koperasi masa lalu yang selalu gagal dan hanya
menguntungkan pengurusnya saja dengan kondisi ini, membuat pengurus hampir
putus asa karena melihat perkembangan yang terjadi tidak sebanding dengan

motivasi, dedikasi dan pengorbanan pengurus.
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Beberapa pertanyaan yang muncul dalam benak pengurus “benarkah jalan
yang ditempuh dengan mendirikan BMT NU? “ Jika benar, kenapa sangat susah
mengembangkan BMT NU? “. Pada saat itulah, ada sebuah kejadian vang tidak bisa
dilupakan sepanjang sejarah hidup pengurus yaitu terdapat 4 (empat) orang ibu — ibu
tua mereka pedagang Ikan, pembuat Tikar, pedagang bubur dan soto yang menangis
disaat menerima pinjaman dari BMT NU sebesar Rp. 200.000,- dengan jasa
pinjaman seikhlasnya. Tangisan ibu-ibu tersebut membuat kami terharu dan kaget,
“kenapa ibu-ibu dikasih pinjamanmenangis?” tanya masyudi. Diantara mereka
menjawab “saya menangis bukan karena sedih dapat pinjaman tapi kami
terharu dan kaget kenapa baru sekarang saya dipedulikan? Padahal saya sudah
bertahun-tahun tidak bisa lepas dari jeratan rentenir . Tangisan ibu-ibu itulah,
seolah-olah menyadarkan kami bahwa perjuangan ini harus dilanjutkan, kami tidak
boleh putus asa, kami harus belajar dari kegagalan selama ini, kami harus bangkit
dan kami bersumpah dalam hati kecil bahwa apapun yang terjadi BMT NU harus
terus dikembangkan walaupun banyak rintangan yang menghadang.Tangisan ibu-ibu
pedagang kecil tersebut benar-benar mampu kembali semangat, motivasi, dan
dedikasi pengurus hingga akhirnya sejak tahun 2006 kehadiran BMT NU mulai
terasa perkembangannya. Hal ini terbukti pada akhir tahun buku 2006 jumlah aset
BMT NU sudah mencapai Rp. 30.361.230,17 dengan jumlah Anggota 182 orang dan
laba bersih 5.356.282.

Melihat perkembangan BMT NU pada akhir tahun 2006, maka pengurus

untuk melengkapi legal formalnya sebagai sebuah koperasi yang mendapatkan
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pangakuan dari pemerintah. dan Akhirnya pada tanggal 4 Mei 2007 telah resmi

terdaftar.

Nama Perusahaan

Alamat Kantor Pusat

NomorAkte Notaris

Badan Hukum

SIUP

TDP

NPWP

No. Telepon

E-mail

:Koperasi Jasa Keuangan Svari‘ah (KJKS) Baitul

Maal wa Tamwil Nuansa Umat (BMT NU)

: Jalan Raya Gapura Tengah Kec. Gapura Kab.

Sumenep, Jawa Timur

110

: 188.4/11/BH/XV1.26/435.113/2007

: 503/6731/SIUP-K/435.114/2007

: 132125200588

: 02.599.962.4-608.000

- (0328)661654

: bmt gapura@yahoo.com

4.1.2 Visi & Misi BMT NU Gapura Sumenep

VISI

Terwujudnya BMT NU vyang jujur, amanah, dan profesional sehingga

Mampu Melayani Melampaui Harapan Anggota sehingga pada tahun 2018

memiliki prestasi di tingkat Nasional dengan Aset Rp. 20 milyar menuju

kesejahteraan anggota yang Mardhatillah.


mailto:bmt_gapura@yahoo.com

413

60

MISI

Menerapkan  prinsip-prinsip ~ syari'at dalam  kegiatan  ekonomi,
memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, dan membina
kepedulianaghniyaa  (orang mampu) kepada dhuafaa (kurang
mampu) secara terpola dan berkesinambungan.

Memberikan layanan usaha yang prima kepada seluruh anggota dan
mitra KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur.

Mencapai pertumbuhan dan hasil usaha KSPP. Syariah BMT NU
Jawa Timur vyang layak serta proporsional untuk kesejahteraan
bersama

Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan
layanan Syariah BMT NU Jawa Timur

Turut berperan serta dalam gerakan pengembangan ekonomi syari’ah
Struktur Organisasi Instansi/Perusahaan

Efektifitas organisasi yang merupakan sebuah sifat yang terjadi pada

organisasi perusahaan yang dilakukan oleh beberapa kelompok kerja dan sasaran

yang mengarah pada pencapaian Kinerja dan sasaran yang berkaitan dengan kualitas

dan kuantitas serta waktu yang sudah ditetapkan. “Efektivitas organisasi

didefinisikan sebagai sejauh mana organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya”

(Robbins, 1994:53).
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1. Strukrur organisasi kantor pusat

RAPAT ANGGOTA

PENGAWAS DEWAN SYARIAH
PENGURUS

DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR DIREKTUR DIREKTUR BISNIS
KEUANGAN OPERASIONAL & SDI DAN KEPATUHAN

MANAGER AREA

KEPALA CABANG

ANGGOTA

Sumber: KSPP. Syariah BMT NU

Gambar 4.2

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

\RY

RAL LIBR;

CENT
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2. Struktur organisasi kantor cabang

RAPAT ANGGOTA

PENGURUS
PUSAT

i
BAGIAN KEUANGAN DAN
ADMINISTRASI UMUM BAGIAN PEMBIAYAAN

-

ANGGOTA

Sumber: KSPP. Syariah BMT NU

Gambar 4.3

» Susunan Kepengurusan BMT NU

Pengurus Pusat BMT NU

e Ketua : Masyudi. S.Ag.
e Sekretaris : Sudahri Arifandi
e Bendahara : Masnawi

Pengawas Pusat BMT NU

e Ketua : Fathol Bari

e Anggota : Mohammad Syahid, S.Pd

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

\RY

AL LIBR;

CENTI
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Ahmad Ruhan, S.Ag

Drs. H. Moh. Alwi

Matrawi, S.Ag
Pengelola Pusat BMT NU
e Divisi Akuntansi : Annisa’, SE
e Direktur Operasional & SDI : Sofiyanto S.kom
e Divisi PETIK SDI : Zubaidi, S.Pd.1
e Divisi Pembiayaan : Bukhairiyah
e Divisi TASAMO : Hendri

e Staff Keuangan dan Administrasi  : Devi Alfi Astutik, SE
Dewan Syariah Pusat BMT NU

o Ketua : KH. Moh. Ma’ruf
e Anggota : KH. Dahlan
KH.Moh. Fadha il
Drs. Musyid
Hadiri
4.1.4 Produk yang dihasilkan BMT NU Gapura Sumenep
A. Produk Himpunan Dana (Tabungan Syariah)
1. SIAGA (Simpanan Anggota)
SIAGA merupakan Simpanan Pemilik KSPP. SYARIAH. BMT NU dengan
bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU (maksimal 60% sebagai

partisipasi modal dan minimal 10% sebagai dana cadangan). Produk ini
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menggunakan Akad Musyarakah. SIAGA terdiri dari SIAGA Pokok dibayar satu kali
sebesar Rp. 100.000,- SIAGA Wajib dibayar setiap bulan Rp. 20.000,- dan SIAGA
Khusus dibayar kapan saja dengan minimal setoral Rp. 1.000.000,- SIAGA Pokok
dan Wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dari ke-Anggota-an, sedangkan
SIAGA Khusus dapat ditarik setiap bulan Januari.

2. SIDIK FATHONAH (Simpanan PendidikanFathonah)

Simpanan untuk siswa dan orang tua siswa yang ingin meraih cita-cita
pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil 45% yang menguntungkan dengan
menggunakan akad Mudharabah Muthlagah yang dapat disetorkan kapan saja dan
dapat ditarik pada saat tahun ajaran baru dan semesteran. Setoran awal Rp. 2.500 dan
setoran selanjutnya minimal Rp. 500

3. SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadi’'ah Berhadiah)

Simpanan dengan keuntunngan yang dapat dinikmati diawal dengan
memperoleh hadiah langsung tanpa diundi dengan menggunakan akad Wadi’ahYad
Al-Dhamanah dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku

Secara Etimologi Wadiah bermakna Meninggalkan atau meletakkan, dan juga
bermakna barang yang dititipkan, sedangakan secara Terminologi Wadiah adalah
meletakkan atau menitipkan sesuatu kepada orang lain untuk dipelihara dan
dijaga (Kifayatul Akhyar, Il, Hal. 35).

4. SIBERKAH (Simpanan Berjangka Mudharabah)

Simpanan dengan keuntungan yang berlimpah dengan bagi hasil 65%

mengunakan akad Mudharabah Muthlagah, setoran minimal Rp 500.000 dengan

jangka waktu minimal satu tahun
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5. SAHARA (Simpanan Haji dan Umrah)

Simpanan yang bisa mempermudah bagi yang menunaikan ibadah Haji dan
Umrah dapat memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65%
sebagai bekal tambahan biaya Haji dan Umrah dnegan menggunakan akad
Mudharabah Muthlagah, setoran awal dilakukan minimal Rp. 1 juta dan setoran
selanjutnya sesuai kemampuan. Setoran bisa kapan saja dan penarikan hanya dapat
dilakukan ketika akan melaksanakan haji dan Umrah kecuali Udzur Syar’i

6. SABAR (Simpanan Lebaran)

Simpanan yang dapat mempermudah bagi yang ingin memenuhi kebutuhan
lebaran dengan memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 55% dengan
menggunakan akad Mudharabah Muthlagah dengan setoran awal Rp 25.000 dan
setoran selanjutnya minimal Rp 5000, setoran bisa dilakukan kapan saja dan
penarikannya hanya bisa dilakukan tiap bulan Ramadhan.

7. TABAH (Tabungan Mudharabah)

Produk ini merupakan tabungan yang bisa mempermudah untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikannya dapat dilakukan kapan saja.
Setoran awal tabungan ini Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya Rp. 2.500,-.
Tabungan ini juga memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 40%dengan
menggunakan akad Mudharabah Muthlagah. Setoran awal Rp 25.000 dan
selanjutnya minimal Rp 5.000, dan;

8. TARAWI (Tabungan Ukhrawi)
Tabungan sekaligus beramal, karena bagi hasil tabungan ukhrawi ini di

sedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu dnegan menggunakan akad
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Mudharabah Muthlagah dengan setoran awal Rp 25.000 dan untuk selanjutnya

minimal Rp 5.000 dengan bagi hasil 50%.

Produk tabungan yang banyak diminati di BMT NU Gapura Sumenep

JENIS JUMLAH PENGGUNA
Orang Persentase (%)
Tabah 31.421 52,90
Siaga 22.166 37,32
Sidik 2.775 4,67
Sabar 2.143 3,61
Sahara 305 0,51
Siberkah 220 0,37
Sajadah 211 0,36
Tarawi 156 0,26

B. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan Syariah)

1. Al-Qardul Hasan

Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya (tanpa bagi hasil dan margin) dengan

jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan, dan/atau

Cash tempo (Murabahah)

2. Murabahah dan Bai’ Bitsamanil Ajil

Pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok diketahui bersama

dengan harga jual berdasarkan kesepakatan bersama, selisih harga pokok dengan

harga jual merupakan margin/keuntungan KSPP. Syariah BMT NU dengan jangka

waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan (Bai’ Bitsamanil Ajil) dan/atau

Cash tempo (Murabahah)
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KSPP. SYARIAHBMT NU memberlakukan harga jual yang telah disepakati,
dan tidak akan berubah selama jangka waktu pembiayaan walaupun dalam masa
tersebut terjadi perubahan harga di pasar. Dan tidak akan mengalami perubahan juga
walaupun pelunasan pinjaman melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Hal yang
membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus
memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah
keuntungan yang diperoleh.

Dalam  praktik pelaksanaan akad Murabahah, ada tiga cara Yyang
diterapkan oleh KSPP. SYARIAHBMT NU :

a. KSPP. SYARIAHBMT NU membeli barang (yang diminta oleh Mitra)
secara tunai ke supplier/toko, setelah barangnya diperoleh, pihnak BMT NU
memanggil Mitra datang ke kantor untuk melakukan akad Murabahah/BBA
dengan ijab-gabul dan penjelasan laba yang diterimaKSPP. SYARIAHBMT
NU beserta sistem pembayarannya.

b. Cara kedua ini dilakukan manakala cara pertama tidak bisa dilaksanakan
dengan beberapa pertimbangan. Cara yang kedua ini KSPP. SYARIAH BMT
NU menunjuk calon Mitra sebagai wakil KSPP. SYARIAH BMT NU untuk
membeli barang ke supplier/toko. Setelah barang diperoleh dan barang
tersebut diperlihatkan kepada pihak BMT NU, pihak BMT NU melaksanakan
transaksi akad Murabahah/BBA dengan ijab-gabul dan penjelasan laba yang
diterima BMT NU beserta sistem pembayarannya. Dan apabila calon

peminjam tidak bisa menunjukkan barang yang telah dibeli maka proses
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peng-akatan Murabahah dilaksanakan dengan menunjukkan Nota pembelian
barang.
c. Cara ketiga adalah peralihan. Cara ketiga ini dilakukan manakala cara
pertama dan cara kedua tidak bisa dilaksanakan dengan beberapa
pertimbangan, yaitu dengan merubah akad dari Murabahah menjadi
akadRahn (Titipan Jaminan), dan KSPP. SYARIAHBMT NU mengambil
biaya titip penjagaan jaminan setiap bulan.
3. Mudharabah dan Musyarakah
Pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan (Mudharabah) atau
sebagai modal kerja (Musyarakah) dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung
berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan
(Mudharabah) atau sesuai proporsi modal (Musyarakah). Jangka waktu maksimal 36
bulan dengan angsuran bulanan atau cash tempo

Sistem pembagian hasil usaha dalam Mudlarabah ini adalah dengan
perhitungan prosentase yang disepakati bersama dan tidak menggunakan standart
jumlah uang.Dan laporan tentang pendapatan/laba dari Mitra
kepadaKSPP.SYARIAHBMT NU bisa berupa laporan tertulis atau laporan secara
lisan saja.

4. Rahn/ Gadai
Pembiayaan dengan meyerahkan barang dan atau bukti kepemilikan barang

sebagai tanggungan penjaman dengan nilai pinjaman maksimal 80% dari harga
barang. Masa pinjaman maksimal empat bulan dan diperpanjang maksimal tiga kali.

Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas, dan
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sebagainya. Biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang. KSPP Syariah
BMT NU mendapatkan Ujroh/biaya penitipan baarang setiap harinya sebesar Rp. 6
untuk setiap kelipatan Rp 10.000 dari harga baranag.

Ketentuan-ketentuan pembiayaan Rahn yang berlaku di KSPP.
SYARIAHBMT NU sebagai berikut :

a. Mitra menyerahkan barang berharga kepada KSPP. SYARIAHBMT NU
sebagai jaminan dari utang yang akan dia terima. BMT NU menaksir barang
tersebut dan memberi pinjaman 80% dari harga barang tersebut.

b. Biaya titip barang gadai adalah biaya tempat penjagaan untuk (akad rahn),
atau termasuk sewa tempat keamanan dan penjagaan dalam (akad ijaroh).

c. Kerusakan yang sifatnya alamiah (rusak dengan sendirinya) adalah bukan
tanggung jawab KSPP. SYARIAHBMT NU. Apabila kerusakan atau hilang
karena kelengahan pihak KSPP. SYARIAHBMT NU, maka KSPP.
SYARIAHBMT NU akan bertanggung jawab.

d. Setelah pinjaman sampai pada jatuh tempo, dan belum dilunasi dalam waktu
lima belas hari (dan dengan pengetahuan pemberi gadai) maka pihak KSPP.
SYARIAH BMT NU menjual barang gadai tersebut seesuai dengan ketentuan
yang telah disepakati. Apabila orang yang menggadaikan tidak ada
(ghaib)atau sejak awal disepakati untuk dijual maka KSPP. SYARIAHBMT
NU langsung menjualnya walaupun tanpa sepengetahuan rahin (Pemberi
gadai). Jika hasil penjualan barang Rahn terdapat kelebihan uang,
makapihak KSPP.SYARIAHBMT NU berkewajiban untuk

mengembalikan kelebihan uang dimaksud kepada pemilik barang, dan Jika
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hasil penjualan barang Rahn terdapat kekurangan atas pembiayaan
Rahnyang harus dibayar, maka Pihak Pemilik Barang Rahn berkewajiban
untuk  memberikan tambahan uang guna menutupi kekurangan
dimaksud. Dan apabila dalam penjualan membutuhkan biaya, maka
dibebankan kepada rahin (pemilik barang sekaligus sebagai Mitra).

Biaya untuk menaksir barang gadai adalah termasuk akad ijaroh (sewa).
besarnya biaya taksir disampaikan ketika transaksi, sehingga kedua belah
pihak sama-sama mengetahui besarnya. Biaya taksir ini dipungut karena
dalam proses penaksiran membutuhkan alat uji dan benda khusus. Dan ini
terkait dengan kebutuhan kebutuhan Mitra, sehingga KSPP. SYARIAHBMT
NU mengambil Biaya taksir dari pembiayaan Rahn.

Produk Pembiayaan yang banyak diminati di BMT NU Gapura Sumenep

JENIS JUMLAH PENGGUNA

Orang Persentase (%)
Rahn 11.395 48,21
Bai’ bitsamanil ajil 6.620 28,01
Qardul hasan 5.606 23,72
Mudharabah/murabahah 17 0,07

Sumber: KIKS BMT NU Gapura Sumenep

. Produk Jasa

. Transfer atau kiriman uang antar Bank dalam negeri maupun luar negeri
. Pendaftaran Haji dan Umrah

. Pembayaran tagihan PLN, Telepon, Internet, Pulsa dan lain sebagainya

. Pembayaran Biaya Pendidikan Perguruan Tinggi
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4.2 Pembahasan Hasil Penelitian
4.2.1 Perlakuan akuntansi murabahah BMT NU dengan PSAK no 102
Hasil wawancara antara peneliti dan beberapa karyawan yang bersangkutan

terkait akad murabahah di KSPP SYARIAH BMT NU.Akad murabahah di BMT
NU perperan sebagai penjual manakala ada nasabah (mitra) yang bersungguh-
sungguh membeli barang murabahah dan sekaligus sebagai pembeli dimana
pembelian barang yang dipastikan ada nasabah (mitra) yang ingin memesan atau
membeli kembali barang murabahah, apabila akad murabahah yang terjadi antara
pihak nasabah (mitra) dan BMT NU diharuskan menentukan harga jual barang dan
menentukan margin/keuntungan murabahah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
Apabila terjadi akad pembiayaan murabahah pada BMT NU, maka pihak
BMT NU harus memperhatikan perlakuan akuntansinya dengan melakukan
pencatatan-pencatatan yang tekait dengan pembiayaan murabahah adanya
pembuktian transaksi akad pembiayaan murabahah sebagaimana peraturan yang
telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indosesia tentang akuntansi murabahah dalam

PSAK 102 sebagai berikut:

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran Murabahah pada BMT NU
Gapura-Sumenep dan PSAK No. 102

No. Pengakuan dan Pengakuan dan Hasil
Pengukuran Akuntansi | Pengukuran Akuntansi Perbandingan
Murabahah menurut Murabahah di BMT NU
PSAK 102 Gapura Sumenep
1. | Berdasarkan PSAK 102 Piutang murabahah Pencatatan yang

paragraf 22, Pada saat akad
murabahah, piutang
murabahah diakui sebesar
biaya perolehan aset
murabahah ditambah
keuntungan yang
disepakati.Pada akhir
periode laporan keuangan,
piutang murabahah dinilai
sebesar nilai neto yang
dapat direalisasi, yaitu
saldo piutang dikurangi
penyisihan kerugian
piutang

diakui sebesar harga
pokok ditambah
margin/keuntungan yang
telah disepakati oleh
kedua belah pihak.
Kuntungan/margin ini
merupakan selisih dari
harga jual dengan nilai
harga pokok

dilakukan BMT
NU dalam
piutang
murabahah diakui
sebasar harga
pokok/perolehan
ditambah
keuntungan/
margin. Namun
perolehan
persediaan BMT
NU tidak
melaksanakan
pencatatan jurnal
persediaan karena
BMT NU tidak
ada system
penyimpanan
persediaan
dimana
persediaan
tersebut diperoleh
langsung
diserahkan
langsung kepada
nasabah

PSAK 102 paragraf 30
menyatakan Pengakuan
dan Pengukuran uang
muka diakui sebagai uang
muka pembelian sebesar
jumlah yang diterima. Jika
barang jadi dibeli oleh
pembeli, maka uang muka
diakui sebagai pembayaran
piutang (merupakan bagian

Apabila BMT NU
mendapatkan Urbun
sebagai uang muka
pembelian pada saat akad
murabahah disepakati.
Uang muka tersebut
merupakan bagian dari
pelunasan piutang
murabahahapabila
transaksi murabahah jadi

Pengakuan uang
muka sesuai
dengan PSAK
102, namun
dalam akuntansi
pencatatan jurnal
pada saat
penerimaan uang
muka, BMT NU
tidak melakukan
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Tabel 4.1 (Lanjutan)

Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran Murabahah pada BMT NU
Gapura-Sumenep dan PSAK No. 102

No. Pengakuan dan Pengakuan dan Hasil
Pengukuran Akuntansi | Pengukuran Akuntansi Perbandingan
Murabahah menurut Murabahah di BMT NU
PSAK 102 Gapura Sumenep

pokok). Jika barang batal dilakasanakan dan tanda | pencatatan
dibeli oleh pembeli, maka | adanya kesungguhan dari | apapun
uang muka dikembalikan nasabah melaksanakan

kepada pembeli setelah transaksi murabahah.
diperhitungkan dengan Dan apabila traksaksi
biaya-biaya yang telah murabahah tidak jadi
dikeluarkan oleh penjual. | disepakati/batal maka

uang dikembalikan
kepada nasabah setelah
dikuragi biaya-

biaya/kerugian yang
dikeluarkan penjual.

3. | Potongan pelunasan Apabila nasabah Pencatatan yang
piutang murabahah yang melaksanakan pelunasan | dilaksanakan
diberikan kepada pembeli | angsuran tepat waktu BMT NU pada
yang melunasi secara tepat | atau lebih cepat sebelum | potongan
waktu dan/atau lebih cepat | jangka waktu jatuh pelunasan dini
dari waktu yang disepakati | tempo yang telah atau lebih cepat
diakui sebagai pengurang | ditentukan maka nasabah | dari waktu yang
keuntungan murabahah berhak mendapat ditentukan
(PSAK 102 paragraf 26) potongan pelunasan bahkan tepat

pituang murabahah waktu sesuai
dengan PSAK
102

4. | Pada saat terjadi tunggakan | Pada saat terjadi Pencatatan yang
angsuran dan penerimaan | tunggakan angsuran dan | dilakukan BMT
angsuran tunggakan, maka | penerimaan angsuran NU dalam
keuntungan/margin diakui | BMT NU tidak mengakui | penerimaan
proporsional dengan apapun. Akan tetapi angsuran
besarnya kas yang ditagih | dibulan berikutnya tunggakan sesuai

dari piutang murabahah nasabah tetap melakukan | dengan PSAK
pembayaran tunggakan 102

piutang murabahah dan
BMT NU
tetapmencatatnya sesuai
dengan angsuran
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Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran Murabahah pada BMT NU
Gapura-Sumenep dan PSAK No. 102

No. Pengakuan dan Pengakuan dan Hasil
Pengukuran Akuntansi | Pengukuran Akuntansi Perbandingan
Murabahah menurut Murabahah di BMT NU
PSAK 102 Gapura Sumenep
perbulan pada waktuyang
telah ditetapkan diawal
tanpa ada biaya denda
jatuh tempo.
5. | Denda yang dikenakan Apabila nasabah lalai Pencatatan yang

akibat kelalaian dalam
melakukan kewajiban
sesuai dengan akad diakui
sebagai kerugian (PSAK
102 paragraf 35). Denda
tersebut didasarkan pada
pendekatan fa’ zir yaitu
membuat pembeli lebih
disiplin terhadap
kewajibannya. Besarnya
denda sesui dengan yang
diperjanjikan dalam akad
dan dana yang berasal dari
denda diperuntukkan
sebagai dana kebajikan.

atau tidak mampu dalam
melakukan kewajibannya
yang sesuai dengan yang
diperjanjikan, BMT NU
akan mengenakan denda
kecuali jika dapat
dibuktikan bahwa
nasabah tidak mampu
melunasi. Dana dari
denda diperuntukkan
sebagai dana kebajikan
(Qordul Hasan)

dilaksanan BMT
NU apabila
nasabah lalai atau
tidak mampu
melunasi
kewajibannya
yang sesuai
dengan
diperjanjikan
dana dari denda
diperuntukkan
sebagai dana
kebajikan




Tabel 4.2
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Perlakuan Akuntansi Penyajian Murabahah Pada BMT NU Gapura Sumenep

dan PSAK 102

No. Penyajian Akuntansi Penyajian Akuntansi Hasil
Murabahah menurut Murabahah di BMT NU | Perbandingan
PSAK 102 Gapura Sumenep
1. | Piutang murabahah Piutang murabahah Pencatatan
disajikan sebesar nilai neto | disajikan sebesar nilai akuntansi

yang dapat direalisasikan,
yaitu saldo piutang
murabahah dikurangi
penyisihan kerugian
piutang (PSAK 102
paragraf 37). Margin
murabahah tangguhan
disajikan sebagai
pengurang (contra
account) piutang
murabahah (PSAK 102
paragraf 38).Beban
murabahah tangguhan
disajikan sebagai
pengurang (contra
account) utang murabahah
(PSAK 102 paragraf 39).

bersih yang dapat
direalisasikan yaitu saldo
piutang murabahah
dikurangi penyisihan
kerugian piutang. Margin
murabahah tangguhan
sebagai pengurang
piutang murabahah

merabahah yang
dilaksakan dalam
BMT NU telah
sesuai dengan
PSAK 102
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Perlakuan Akuntansi Pengungkapan Murabahah Pada BMT NU Gapura
Sumenep dan PSAK 102
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pemesanan dalam
murabahah berdasarkan
pesanan sebagai kewajiban
atau bukan. Pengungkapan
yang diperlukan sesuai
PSAK 101: Penyajian
Laporan Keuangan
Syariah.

murabahah dan
sebagainya.
Pengungkapan yang
diperlukan sesuai PSAK
101: Penyajian Laporan
Keuangan Syariah.

No. | Pengungkapan akuntansi Pengungkapan Hasil
murabahah menurut akuntansi murabahah Perbandingan
PSAK 102 di BMT NU GApura
Sumenep

C. Pengungkapan Kebijakan dalam BMT Pencatatan dalam
mengungkapkan hal-hal NU juga mengungkapkan | perlakuan
yang terkait dengan hal-hal yang terkait atas | akuntansi
transaksi murabahah transaksi-transaksi murabahah di
(PSAK 102 paragraf). murabahah seperti harga | BMT NU telah
Harga perolehan aset perolehan asset, piutang | sesuai dengan
murabahah. Janji murabahah, margin PSAK 102

4.2.2

Persyaratan dan prosedur untuk melakukan transaksi pembiayaan

murabahah di BMT NU

BMT NU merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang

mampu menumbuhkan dan meningkatkan lembaga ekonomi dan keuangan syariah.

Lembaga ekonomi mikro ini lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah dan

menengah.BMT NU jawa timur ini tetap dan terus menunjukkan sebagai lembaga

keuangan yang berbasis syariah dan ke-NU-an sehingga setiap pengelola untuk

meningkatkan pemahaman keagamaan dan nilai-nilai ke-NU-an melalui jalur

pengembangan ekonomi syariah dengan menyelenggarakan amanah. Salah satu

produk penyaluran dana yang dimiliki BMT NU yaitu Murabahah. Dimana ketika

ingin melakukan transaksi murabahah di perlukan persyaratan, prosedur dan tata
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carasesuai dengan prosedur yang ada di BMT NU. Adapun syarat yang harus
dipenuhi oleh mitra (nasabah) permohonanpembiayaan murabahah sebagai berikut:

b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) / SIM / KARTANU (suami dan istri)

c) Kartu susunan keluarga (KSK)

d) Surat Nikah

e) Kartu tanda anggota KSPP Syariah BMT NU

f) Buku rekening simpanan/tabungan BMT NU

g) Surat ijin usaha (SIUP)

h) Tanda daftar perusahaan (data usaha, pendapatan dan pengeluaran mitra)

1) Data pembiayaan bukti kepemilikan jaminan/agunan

Syarat dan ketentuan diatas telah dipenuhi diharapkan nasabah (mitra)
mengisi formulir dengan lengkap dan kemudian menyerahan kelengkapan
persyaratan yang ada diatas dengan lengkap sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak
Sofiyanto selaku kabag.Operasional & SDI di BMT NU terkait prosedur pembiayaan

murabahah.

Pelaksanaan Standar Operasional Manajemen dan Standar Operasional
Prosedur di BMT NU

a. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) simpanan / tabungan dan

pembiayaan secara umum berjalan dengan baik dan benar, walaupun kendala

klasik yang sering kali terjadi adalh belum terbiasanya anggota dan calon

anggota dalam melaksanakan administrasi. Hal ini menuntut karyawan untuk

membantu mereka yang berakibat kurang cepatnya pelayanan secara umum.
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4.2.3
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Semua proses dan prosedur yang berhubungan dengan akad pembiayaan dan
pengikatan barang agunan telah dilaksanakan sesuai dengan Standar
Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
pembiayaan sebagaimana prosedur dalam Surat Keputusan Pengurus.
Pelaksanaan registrasi dan pemberian kode bukti kepemilikan barang
jamminan yang ditujukan agar bukti yang satu dengan yang lain tidak
tertukar serta mempermudah pencarian pada saat dilakukan pengambilan
bukti kepemilikan barang jaminan ketika pembiayaannya lunas

Setelah bukti kepemmilikan barang jaminan di egistrasi, lalu dimasukkan ke
dalam stop map khusus yang telah disediakan, kemudian disimpan dan di
amankan di Filling Cabinet dan berangkas secara tersendiri sesuai dengan
jenisnya masing-masing.

Perlakuan dan Pencatatan Akuntansi Pembiayaan Murabahah

Untuk lebih memperjelas, berikut hasil wawacara langsung dengan ibu Aniisa’

selaku Divisi Akuntansi di BMT NU terkait transaksi akuntansi murabahah. Akun-

akun pencatatan jurnal terkait transaksi pembiayaan murabahah yang terjadi di

BMT NU Gapura Sumenep serta perbandingan antara jurnal pencatatan transaksi

murabahah di BMT NU Gapura Sumenep dan PSAK 102.

1. Pada saat perjanjian murabahah

BMT NU menetapkan harga jual dengan pemabayaran angsuran dalam

pembiayaan akad murabahah yaitu menetapkan margin murabahah.Margin murabahah

yang dikenakan pada BMT NU untuk saat ini berkisaran minimal 1.8% dan maksimal

2%.
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2. Pada saat perolehan
Aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Dalam
transaksi ini entitas syariah akan mencatat pada saat perolehan asset murabahah
menurut PSAK No. 102 dan BMT NU,sebagai berikut:

Tabel 4.4 jurnal pencatatan asset murabahah PSAK

Tgl. | Keterangan/ rekening Debit Kredit
Db. Asset/persediaan Murabahah Rp. xxx
Kr. Kas Rp. xxx

Tabel 4.5jurnal pencatatan pembiayaan murabahah di BMT NU

Tgl. | Keterangan/ rekening Debit Kredit
Db. Pembiayaan Murabahah Rp. xxx
Kr. Kas Rp. xxx

Pencatatan saat perolehan asset dalam PSAK 102 “persediaan Murabahah” di
debit dan “kas” di kredit.Sedangkan jurnal pencatatan yang dilaksanakan dalam
BMT NU dikarenakan tidak adanya akun asset/persediaan murabahah dicatat dengan
“Pembiayaan Murabahah”. BMT NU tidak melakukan sistem persediaan atau
menyimpan barang persediaan mrabahah karena itu dimana nasabah (mitra)
bersungguh-sungguh ingin melakukan transaksi pembiayaan murabahah. Maka
apabila barang murabahah diperoleh maka barang tersebut siap dijual atau dipakai
saat itu juga. Berikut tabel dibawah ini:

3. Pada saat pengakuan uang muka
Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang

diterima. Jika barang dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai
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pembayaran piutang (sebagian dari harga barang yang telah disepakati/sebagian
pembiayaan pokok). Sedangkan dalam BMT NU uang muka diakui sebagai
pembayaran sebagian dari piutang murabahah, namun perlakuan akuntansi jurnal
pencatatan uang muka belum dilaksanakan/tidak melakukan pencatatan apapun.
Berikut jurnal pencatatan uang muka yang seharusnya dilaksanakan BMT NU
menurut PSAK 102:

Tabel 4.6 Pengakuan uang muka menurut PSAK 102

gl Keterangan/ rekening Debit Kredit
Db. Kas Rp. xxx
Kr. Uang muka Rp. xxx

4. Pada saat akad murabahah disepakati

Pada saat akad murabahah disepakati maka jurnal dalam PSAK 102 sebagai

berikut:

Tabel 4.7Pencatatan Jurnal saat Akad Murabahah Disepakati (PSAK 102)

Tgl. | Keterangan/ rekening Debit Kredit
Db. Piutang murabahah Rp. xxx
Kr. Persediaan murabahah Rp. xxx
Kr. Margin murabahah Rp. xxx

4.8 Pencatatan Jurnal saat Akad Murabahah Disepakati di BMT NU

Tgl. | Keterangan/ rekening Debit Kredit
Db. Piutang murabahah Rp. xxx
Kr. Kas Rp. xxx
Kr. Margin murabahah Rp. xxx
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Piutang murabahah dicatat sebesar harga perolehan yaitu harga pokok dan
tambah margin murabahah. Margin merupakan selisih dari harga jual dengan harga
perolehan.

Pencatatan akuntansi saat akad murabahah disepakati di BMT NU tidak
melakukan sistem persediaan, karena setelah barang murabahah diperolehdari
nasabah, barang tersebut siap pakai atau dijual (mitra) pada saat itu juga. Dalam
PSAK 102 Akun “Persediaan Murabahah” maka di BMT NU akun tersebut diganti
dengan akun “Kas”. Jika nasabah (mitra) batal membeli pesanan barang murabahah
maka barang tersebut dikembalikan.

5. Pada saat akad murabahah tidak jadi disepakati/batal

Jika nasabah (mitra) batal membeli pesanan barang murabahah maka uang

muka tersebut dikembalikan pada saat itu juga. Berikut jurnal atas akad murabahah

tidak disepakati di BMT NU yakni:

Tabel 4.9 perlakuan akuntansi saat akad murabahah tidak jadi disepakati/batal

Tgl. | Keterangan/ rekening Debit Kredit
Db. Kas Rp. xxx
Kr. Pendapatan Operasional Rp. xxx

6. Jurnal pada saat pembayaran angsuran dan pengakuan margin
Pada saat pembayaran angsuran murabahah, menurut PSAK dan BMT NU

melakukan pencatatan jurnal seabagai berikut:
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Tabel 4.10Pencatatan jurnal saat pembayaran angsuran dan pengakuan
marginmenurut BMT NU

Tgl. | Keterangan/ rekening Debit Kredit
Db. Kas Rp. XXX
Kr. Piutang Murabahah Rp. Xxx
Db. Margin Murabahah Rp. Xxx
Kr. Pendapatan Margin Murabahah Rp. xxx

Pada saat penerimaan pembayaran angsuran yang diterima dari anggota.

Jurnal yang dibuat untuk mengakui setoran angsuran menurut PSAK 102 adalah

sebagai berikut:

Tabel 4.12 Pencatatan jurnal saat pembayaran angsuran menurut PSAK 102

Tgl.

Keterangan/ rekening Debit Kredit
Db. Kas Rp. xxx
Db. Margin Murabahah Rp. xxx
Kr. Pendapatan marginmurabahah Rp. xxx
Kr. Piutang murabahah Rp. xxx

beri

7. Jurnal pencatatan biaya yang ditanggung oleh nasabah (mitra)

Jurnal biaya-biaya yang ditanggung oleh nasabah (mitra) di BMT NU sebagai

kut:

Tabel 4.13pencatatan jurnal biaya yang ditanggung oleh nasabah (mitra)

Tgl. | Keterangan/ rekening Debit Kredit
Db. Kas Rp. xxx
Kr. Pendapatan Materai Rp. xxx
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KSPP. SYARIAH. BMT NU juga tidak mengenakan biaya administrasi
pembiayaan Al-Qardlul Hasan, Murabahah/BBA, dan Mudlarabah/Musyarakah. Hal
ini dikarenakan, biaya administrasi dalam pembiayaan tersebut bukanlah kepentingan
yang terkait dengan kebutuhan Mitra, melainkan kebutuhan KSPP. SYARIAH. BMT
NU, maka dari itu Dewan Syariah KSPP. SYARIAH. BMT NU memutuskan untuk
tidak memberlakukan biaya Administrasi untuk pembiayaan Al-Qardlul Hasan,
Murabahah/BBA, dan Mudlarabah/Musyarakah.

8. Pada saat terjadi tunggakan pembayaran angsuran

Perlakuan akuntansi saat terjadi tunggakan pembayaran angsuran dalam
PSAK 102 dendadikenakan jika nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai
akad, dan denda diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Tunggakan
pembayaran angsuran seharusnya dilaksanakan sebagaimana jurnal pencatatan
tunggakan pembayaran angsuran dalam PSAK 102 sebagai berikut:

Tabel 4.14 ayat jurnal tunggakan pembayaran ansuran PSAK 102

Tgl. | Keterangan/ rekening Debit Kredit
Db. Piutang murabahah jatuh tempo Rp. xxx
Kr. Piutang murabahah Rp. xxx
Db. Pendapatan margin murabahah Rp. Xxx
Kr. Pendapatan margin murabahah Rp. xxx

Sedangkan perlakuan akuntansi murabahah di BMT NU, jika nasabah lalai atau tidak
mampu untuk memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu atau lebih tepatnya

menunggak. Namun, nasabah tetap melakukan kewajibannya di bulan berikutnya




84

dengan jumlah besar yang telah diperhitungkan sebelumnya, BMT NU tetap
melakukan pencatatan atas kewajiban nasabah (mitra) tanpa pengenaan denda.

Disamping itu, sebagaimana yang dikatakan oleh bapak masyudi selaku
ketuaKSPP. SYARIAH. BMT NU juga tidak memberlakukan sanksi/denda atas
keterlambatan pembayaraan angsuran ataupun pelunasan, semua jenis pembiayaan
dengan membayar sejumlah uang, karena hal itu dilarang oleh agama.

Tabel 4.15Pembayaran angsuran sebagai bagian pelunasan murabahah
yang dilaksanakan dalam BMT NU

Tl Keterangan/ rekening Debit Kredit
Db. Kas Rp. xxx
Kr. Piutang murabahah Rp. xxx
Kr. Margin murabahah Rp. xxx

9. Potongan pelunasan dini (melunasi piutang murabahah dengan tepat waktu
atau waktu cepat)

Mitra (nasabah) diperkenankan untuk melunasi pembiayaan dengan tepat
waktu atau waktu yang lebih awal dari jangka waktu pelunasan angsuran tersebut
sebelum jatuh tempo atau pelunasan dini. Maka, nasabah berhak mendapat potongan
pembayaran pelunasan dini. BMT NU memberikan hak kepada nasabah dengan
memberi potongan pada marginmurabahah atau margin murabahah tidak dibayar
oleh nasabah (mitra) karena potongan tersebut merupakan pembayaran pelunasan
dini.Nasabah (mirta) cukup membayar pokoknya saja dan tidak perlu membayar
marginnya atau lebih tepatnnya mendapatkan potongan margin murabahah.Berikut

jurnal pencatatan potongan pelunasan dini di BMT NU yaitu:
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Tabel 4.16 Jurnal potongan pelunasan dini di BMT NU

Tgl. | Keterangan/ rekening Debit Kredit
Db. Pendapatan Margin Murabahah Rp. xxx
Kr. Piutang Murabahah Rp. Xxx

10. Pelunasan angsuran oleh nasabah (mitra)

Transaksi pelunasan angsuran oleh nasabah (mitra) yang nilainya sebesar

jumlah seluruh sisa pokok pembiayaan (piutang murabahah) ditambah dengan bonus

margin yang telah diperhitungkan atau margin tidak perludibayarkan jika itu

pelunasan dini. Berikut tabel pelunasan angsuran pembiayaan dari keseluruhan yang

telah diperhitungkan. Berikut jurnal pembiayaan pelunasan angsuran menurut BMT

NU:

Tabel. 4.17 Pelunasan angsuran pembiayaan dari keseluruhan yang telah

diperhitungkan

Tgl. | Keterangan/ rekening Debit Kredit
Db. Kas Rp. xxx
Db.Margin murabahah Rp. Xxx
Kr. Piutang murabahah Rp. xxx
Db. Margin murabahah Rp. Xxx
Kr. Pendapatan margin murabahah Rp. xxx

Tabel. 4.18 Pelunasan angsuran pembiayaan dari keseluruhan yang telah

diperhitungkan (setelah pelunasan)

Tgl.

Keterangan/ rekening

Debit

Kredit

Db. Kas

Rp. xxx

Kr.Piutang murabahah

Rp. xxx
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Db. Margin murabahah Rp. xxx

Kr. Pendapatan margin murabahah Rp. xxx
Db. Pendapatan margin Murabahah Rp. xxx

Kr. Kas Rp. xxx

4.2.4 Perhitungan Margin Murabahah pada KSPP. Syariah BMT NU

KSPP.Syariah BMT NU menetapkan margin yang dikenakan berkisaran
minimal 1.8% dan maksimal 2%, margin yang dibebankan oleh nasabah (mitra)
ditentukan berdasarkan jangka waktu dan jumlah pembiayaan nasabah (mitra) yang
diajukan kepada BMT NU.Dalam penetapan margin/keuntungan pembiayaan di
BMT NU ini merupakan selisih dari harga pembelian dan penjualan suatu barang
berdasarkan besarnya pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT NU.

Berdasarkan margin yang ditetapkan oleh BMT NU dalam perhitungan
margin murabahah dengan menggunakan metode flat atau bersifat tetap, dengan
tidak adanya perubahan harga dan berlaku sejak awal akad pembiayaan murabahah
disepakati oleh kedua belah pihak antara nasabah (mitra) dan pihak KSPP. Syariah

BMT NU sampai jangka waktu yang disepakati sejak awal dari pembiayaan tersebut.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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Realisasi Akad Pembiayaan dan Pengikatan Barang Agunan pada BMT NU

Gapura-Sumenep
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No. Kegiatan Realisasi Keterangan

1. Penyusunan draft dokumen akad Ya Sesuai Prosedur
pembiayaan Al-Qardul Hasan

2. Penyusunan draft dokumen Ya Sesuai Prosedur
pembiayaan akad murabahah dan BBA

3’ Penyusunan draft dokumen akad Ya Sesuai Prosedur
pembiayaan mudharabah

4. Penyusunan draft dokumen akad Ya Sesuai Prosedur
pembiayaan rahn

5. Penyusunan draft dokumen pengikatan | Ya Sesuai Prosedur
barang agunan

6. Persiapan sarana pendukung Ya Sesuai Prosedur
pelaksanaan akad pembiayaan dan
pengikatan barang agunan

7. Pelaksanaan konfirmasi kepada para Ya Melalui surat
pihak tentang jadwal akad pembiayaan atau Handphone
dan pengikatan barang agunan

8. Pemanggilan para pihak Ya Melalui surat

resmi

9. Penjelasan tentang akad pembiayaan Ya Sesual Prosedur
dan pengikatan barang agunan

10. | Penanda tanganan akad pembiayaan Ya Sesuai Prosedur
dan pengikatan barang agunan

11. | Pembacaan do’a bersama atas realisasi Ya Sesuai Prosedur
pembiayaan

12. | Pencatatan pada buku daftar Ya Sesuai Prosedur
penyerahan dan pengambilan barang
agunan

13. | Registrasi dan pemberian kode bukti Ya Sesuai Prosedur
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kepemilikan barang jaminan
14. | Penyimpanan dan pengamanan Ya Disimpan di
dokumen akad pembiayaan dan fiiling cabinet
pengikatan barang agunan tersendiri sesuai
dengan jenis
jaminannya

Jumlah Skor | 14 0

Sumber: BMT NU Gapura-Sumenep

4.2.5 Contoh Kasus Transaksi Pembiayaan Murabahah

Contoh Kasus Pembiayaan Murabahah di BMT NU

Bapak Nindari merupakan salah satu anggota/ nasabah BMT NU, Pada
tanggal 14 februari 2015 beliau ingin mengajukan permohonan pembiayaan
murabahah yakni berupa kendaraan mobil. Beliau membutuhkan dana pembelian
kendaraan mobil dengan jumlah yang di ajukan sebesar Rp. 20.000.000 yang akan
dibayarkan perbulan selama 12 bulan atau 1 tahun, beliau memberikan uang muka
(urbun) sebesar Rp. 2.000.000.

Pihak BMT NU Sebelum menyetujui pembiayaan murabahah yang diajukan
oleh bapak nindari, maka pihak BMT NU akan melakukan survey terhadap nasabah
(mitra) dan dianalisa bila kemungkinan apakah pembiayaan murabahah yang
diajukan bapak nindari layak atai tidak. Apabila itu sudah disetujui maka
pembiayaan tersebut dilanjutkan dengan ketentuan jumlah angsuran dan beban yang
akan ditanggung oleh nasabah (mitra). Berikut rincian pembiayaan murabah:

a. Harga Barang : Rp. 20.000.000
b. Margin murabahah (2%) :Rp. 3.600.000

c. Uang Muka (Urbun) :Rp. 2.000.000
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d. Jangka waktu : 12 bulan atau 1 tahun
e. Angsuran pokok pembiayaan yang akan ditanggung oleh Bapak Nindari yaitu:

Angsuran Perbulan = Pokok Pembiayaan + Margin

Waktu Pembiayaan

= Rp. 18.000.000 + Rp. 3.600.000

12 bulan
= Rp. 1.800.000/bulan
Hasil perhitungan pokok pembiayaan murabahah yang telah disetujui, maka
bapak nindari menanggung angsuran pokok pembiayaan sebesar Rp. 1.800.000/bulan
selama jangka waktu yang disepakati sebelumnya atau sebelum waktu jatuh tempo
f. Angsuran margin murabahah per-bulan yang akan ditanggung oleh bapak
nindari selama 12 bulan atau 1 tahun yakni:
Margin Perbulan = Rp. 3.600.000
12
= Rp. 300.000/bulan
Pokok Pembiayaan = Rp. 1.800.000 — Rp. 300.000
= Rp. 1.500.000/bulan
Hasil perhitungan angsuran margin yang ditetapkan oleh BMT NU terhadap
pembiayaan margin murabahah yang akan ditanggung bapak nindari sebesar Rp
1.500.000/bulan selama jangka waktu yang di sepakati sebelumnys
g. Total angsuran perbulan yang di tanggung oleh Bapak Nindari yakni:
Total Angsuran = Angsuran Pokok + Margin

= Rp. 1.500.000 + Rp. 3.00.000



= Rp. 1.800.000
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Total angsuran yang harus dibayarkan oleh bapak nindari kepada KSPP.

SYARIAH BMT NU perbulannya sebesara Rp. 1.800.000/ bulan selama 12 bulan

atau 1 tahun

h. Diharuskan bagi bapak nindari membayar pmbiayaan dan margin angsuran

murabahah pada setiap tanggal 14 pada bulan berikutnya dan seterusnya

selam 12 bulan atau 1 tahun, tanpa menunda atau menunggak pembiayaan

sampai akhir 12 bulan.

Hasil dari ulasan diatas pembiayan murabahah yang dibayarkan kepada BMT

NU berikut rincin dan tabel angsuran oleh bapak nindari:

Harga Barang

Uang muka (Urbun)

Pembiayaan oleh KSPP. SYARIAH BMT NU

Margin Murabahah

Harg Jual

Jangka Waktu Jatuh Tempo

Tabel angsuran Perbulan selama 12 bulan atau 1 tahun

: Rp. 20.000.000
: Rp. 2.000.000
: Rp. 18.000.000
: Rp. 3.600.000

: Rp. 21.600.000

: 12 Bulan atau 1 Tahun

No. Tanggal Angsuran Sisa
Margin Pokok Jumlah Pembiayaan
Rp. 18.000.000
1. | 14 Februari Rp. 300.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.800.000 | Rp. 16.500.000
2. | 14 Maret Rp. 300.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.800.000 | Rp. 15.000.000
3. | 14 April Rp. 300.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.800.000 | Rp. 13.500.000
4. | 14 Mei Rp. 300.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.800.000 | Rp. 12.000.000
5. | 14 Juni Rp. 300.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.800.000 | Rp. 10.500.000
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6. | 14 Juli Rp. 300.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.800.000 | Rp. 9.000.000
7. | 14 Agustus Rp. 300.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.800.000 | Rp. 7.500.000
8. | 14 September Rp. 300.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.800.000 | Rp. 6.000.000
9. | 14 Oktober Rp. 300.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.800.000 | Rp. 4.500.000
10. | 14 November Rp. 300.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.800.000 | Rp. 3.000.000
11. | 14 Desember Rp. 300.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.800.000 | Rp. 1.500.000
12. | 14 Januari 2016 | Rp. 300.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1.800.000 Rp.0
Rp. 3.600.000 | Rp. 18.000.000 | Rp. 21.600.000

Angsuran pembiayaan murabahah yang dibayarkan oleh bapak nindari selaku
anggota nasabah BMT NU, berikut jurnal transaksi-transaksi yang terjadi selama
akad murabahah disepakati pada BMT NU berlangsung yaitu:

1. Pengakuan Uang muka

Pada tanggal 14 Januari 2015 bapak nindari membayar uang muka kepada

KSPP SYARIAH BMT NU sebesar Rp. 2.000.000.BMT NU mengganggap

uang muka sebagai sebagian dari piutang murabahah dari nasabah (mitra).

Namun, dikarenakan tidak adanya akun “Uang Muka “ pihak KSPP.

SYARIAH BMT NU tidak melakukan pencatatan uang muka.Maka

pencatatan uang muka BMT NU tidak sesuai dengan PSAK no. 102,

2. Pembelian Barang Pesanan Murabahah

Pencatatan yang dilaksanakan dalam BMT NU dikarenakan tidak adanya

akun “asset/persediaan murabahah” dicatat dengan “Pembiayaan Murabahah”.

BMT NU tidak melakukan sistem persediaan atau menyimpan barang

persediaan mrabahah karena itu dimana nasabah (mitra) bersungguh-sungguh

ingin melakukan transaksi pembiayaan murabahah dan barang murabahah
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yang diperoleh maka barang tersebut siap dijual atau dipakai saat itu juga.

Berikut jurnal pencatatan yang dilaksanakan BMT NU:

Tgl. | Keterangan/ rekening Debit Kredit
Db. Pembiayaan Murabahah Rp. 20.000.000
Kr. Kas Rp. 20.000.000
3. Saat akad Murabahah disepakati
Pada saat akad murabahah disepakati pituang murabahah diakui besar biaya
perolehan vyaitu harga pokok dan tambah margin murabahah.Margin
merupakan selisin dari harga jual dengan harga perolehan.Pencatatan
akuntansi saat akad murabahah disepakati di BMT NU tidak melakukan
sistem persediaan. Maka pencatatan “persediaan murabahah” di catat dengan
akun “kas”. Berikut jurnal yang dilakasnakan BMT NU yakni:
gl Keterangan/ rekening Debit Kredit
Db. Piutang murabahah Rp.23. 600.000
Kr. Kas Rp. 20.000.000
Kr. Margin murabahah Rp. 3.600.000
4. Pembayaran angsuran dan pengakuan murabahah

Pembayaran angsuran dan pengakuan murabahah yang diterima oleh BMT

NU dari nasabah (mitra). Maka, pencatatan yang dilakukan BMT NU berikut

dibawah ini:
Tgl. Keterangan/ rekening Debit Kredit
Db. Kas Rp. 1.800.000

Kr. Piutang Murabahah Rp. 1.800.000
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Db. Margin Murabahah Rp. 3.00.000

Kr. Pendapatan Margin Murabahah Rp. 300.000

5.

Pada bulan ke 10 tanggal 14 november 2015 bapak nindari mempercepat
pembayaran angsuran dari seluruh sisa pembiayaan angsuran. Atas angsuran
yang dibayarkan oleh bapak nindari sebelum jangka waktu jatuh tempo atau
pelunasan dini maka nasabah (mitra) berhak mendapat potongan pelunasan
dini dan Nasabah (mirta) cukup membayar pokoknya saja dan tidak perlu
membayar margin-nya atau lebih tepatnnya mendapatkan potongan margin
murabahah.Berikut jurnal pencatatan potongan pelunasan dini di BMT NU

yaitu:

Tgl.

Keterangan/ rekening Debit Kredit

Db. Pendapatan Margin Murabahah Rp. 3.600.000

Kr. Piutang Murabahah Rp. 3.600.000

Selanjutnya, jurnal pencatatan pelunasan angsuran murabahah yang

dbayarkan oleh nasabah (mitra) dengan seluruh sisa pokok pembiayaan murabahah,

berikut pencatatan yang dilakukanBMT NU:

Tgl.

Keterangan/ rekening Debit Kredit

Db. Kas Rp. 3.600.000

Kr. Piutang Murabahah Rp. 3.600.000




BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarka hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan sesuai

dengan tujuan penelitian pada perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah

berdasarka PSAK No. 102 yang dilakukan oleh BMT NU Gapura Sumenep.

Perlakuan akuntansi yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan

pengungkapan ini dapat disimpulkan sebgai berikut:

1.

Perlakuan akuntansi murabahah pada BMT NU Gapura Sumenep sesuai
berdasarkan PSAK No. 102. Perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan,
pengukuran, penyajian dan pengungkapan sudah hampir seluruhnya sesuai
dengan PSAK No. 102. Namun, masih ada beberapa yang belum sesuai
dengan PSAK No. 102

Perlakuan akuntansi murabahah yang tidak sesuai dengan PSAK No.102
yakni, pengakuan uang muka. Dalam perlakuan akuntansi murabahah uang
muka diakui besarnya nilai yang diterima dan melakukan pencatatan uang
muka. Sedangkan pihak BMT NU uang muka diakui besarnya nilai yang
diterima. Namun, tidak melakukan pencatatan apapun terkait uang muka.
Pada saat perolehan asset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya
perolehan. Pencatatan akuntansi saat perolehan asset murabahahdalam PSAK
No. 102 “asset/persediaan murabahah” di debit dan “kas” di kredit.
Sedangkan jurnal pencatatan yang dilaksanakan BMT NU “aset/persediaan”

dicatat dengan “pembiayaan murabahah”. dikarenakan tidak adanya sistem
94
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persediaan, karena setelah barang murabahah diperoleh dari nasabah, barang
tersebut siap pakai atau dijual (mitra) pada saat itu juga.

5.2 SARAN

Penulis ingin menyampaikan dari hasil penelitian yang telah penulis
melakukan analisa data yang telah diperoleh dan hasil wawancara dengan pihak
bersangkutan.Diharapkan pihak BMT NU Gapura Sumenep dari beberapa perlakuan
akuntansi yang masih belum sesui dengan PSAK No. 102 yakni, pencatatan uang
muka yang harusnya dilakukan sebagaina dalam aturan PSAK No. 102.Pihak BMT
NU seharusnya melakukan pencatataan uang juga, sebagai tanda bukti uang muka
yang diterima dari nasabah dan bahwa nasabah bersungguh-sungguh dalam

melanjutkan akat murabahah.

BMT NU Gapura Sumenep diharapkan perlakuan akuntansi pada BMT NU
Gapura Sumenep ini yang telah menerapkan perlakuan akuntansi berdasarkanPSAK
no. 102, maka pihak BMT apabila melakukan pencatatan akuntansi tetap

mempertahankan system tersebut sesuai berdasarkan PSAK no. 102.
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PERTANYAAN-PERTANYAAN DALAM RANGKA PENELITIAN SKRIPSI

DI BMT NU GAPURA SUMENEP

. Tahun berapakah BMT NU Gapura Sumenep didirikan?

. Bagaimana sejarah berdirinya BMT NU Gapura Sumenep?

. Apa VISI dan MISI di BMT NU Gapura Sumenep?

. Bagaimana struktur organisasi BMT NU Gapura Sumenep?

. Apa saja produk-produk pembiayaan yang dihasilkan oleh BMT NU Gapura
Sumenep?

. Apakah prosedur pembiayaan murabahah yang dilaksanakan BMT NU
Gapura Sumenep sesuai dengan Standart Operating Prosedur (SOP)?

. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah yang dilaksanakan oleh BMT
NU Gapura Sumenep?

. Bentuk produk apakah dalam murabahah yang disalurkan oleh BMT NU
Gapura Sumenep?

. Bagaimana perlakuan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian,

dan pengungkapan atas pembiayaan murabahah?

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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Perihal : PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Kepada Yth. :
Bapak Kepala Cabang KSPP. Syariah
BMT NU JATIM Cabang Utama
Di
GAPURA - SUMENEP
Assalamu'alaikum War. Wab.

Salam silaturrahim kami sampaikan, semoga kita sekalian tetap berada di bawah
lindungan Allah SWT. sehingga diberi kemampuan dalam melaksanakan perjuangan ekonomi
syariah.

Selanjutnya, bersamainisaya:

No. KTP/SIM/IKARTANU B T, . RS PR S
No. KTARS B S BN N A e . . W i
No. Rekening e R B s e T e, i R e
Nama R TR T S S e e oA A i ety YO SRR S
Alamat SRR o 10 SR AT SO S ey, Y N
NO. HP./Telp e R R iy e . g Saotan. W N N
Pekerjaan R e T R S 0 W S
Bidang Usaha W e e O N s T T

Mengajukan Permohonan Pembiayaan dengan Akad Rahn/Al-Qardlul Hasan/
Murabahah/Bai’ Bitsamanil Ajil/Mudlarabah/Musyarakah*) sebesarRp. .............c...c.....o.......
(o e s s i T e i e T e s ) selama ..... bulan
yang akan digunakan untuk Modal usaha /Pembelian Barang * ) .............ccooeeiiiiinnn.

Sebagai bahan pertimbangan, maka kami sampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Sistem Pembayaran ; L—_|Angsuran Bulanan [] Cash Tempo
2. Jaminanberupa :
[] Tanah/Bangunan NENE. TN N e BUas e .. E.....
[J KendaraanBermotor Bd@NiShes. . 10 AR S sTabuni el 8. s
VIETK : AT S ey e e e
[] SuratKeputusan lentana... . . e N
(] HartaTetap ‘Beflipagiith, e ey ...

3. Jika Permohonan kami dikabulkan, maka bersedia untuk memberikan kelengkapan
Administratif berupa:

[C] Foto Copy KTP/SIM/KARTANU (Suamidan Istri)

[] Foto Copy Kartu Susunan Keluarga (KSK)

[] Foto Copy Surat Nikah

[] Foto CopyKartu Tanda Anggota KSPP. Syariah BMT NU JATIM
[] Foto Copy Buku Rekening Simpanan/Tabungan BMT NU JATIM
[C] Foto Copy Surat ljin Usaha ( SIUP)

[J Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

[] Asli Bukti Kepemilikan Barang Jaminan

Demikian surat permohonan kami, atas kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. Wh.

Hormat Saya

* Coret yang tidak perlu ; Pemohon,
[ Berilah Tanda Il pada kolom yang tersedi
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A. DAFTAR KEBUTUHAN DEBITUR TERHADAP BARANG
DENGAN AKAD MURABAHAH/BAI’ BITSAMANIL AJIL

NO JENIS BARANG | BANYAK

HARGA POKOK JUMLAH

B. DALAM USAHA YANG TELAH DILAKUKAN MENDAPAT KEUNTUNGAN BERSIH ANTARA

[ midak Hadir

BUMENED, oot i it

2. TahUun BUKY .o [ ] Hadir D Tidak Hadir
3. Tahun BukU ......ooovooo [:] Hadir |:| Tidak Hadir
Petugas,
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AJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA
PERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARI'AH (KSPPS)

BMT NU CABANG UTAMA SUMENEP

APLIKASH ISIAN

SISTEM INFORMASI MITRA (SIM)

- DATA MITRA

. NO. INDUK ANGGOTA (NIA)

1 I
2. NOMOR REKENING |
3. NO. KTP./SIM =
4. NAMA LENGKAP o e
5. TEMPAT DAN TGL LAHIR 1
6
7
8

— — — —
—

. STATUS PERKAWINAN - [_Imenikan [JBELUMMENIKAH [ JuANDAIDUDA
. JENIS KELAMIN [ JuakiLaki [ JPEREMPUAN
. ALAMAT RUMAH

a. DESA RIS A N[ T ] R[]
b. KECAMATAN N N NN T [ 1T ]
c. KABUPATEN LsJu[M[E[NTETP] KODE POST :
d.NO.TELPRUMAHKANTOR") : [0 |3f2]8] [T [T T T [ [ T |
. NO. HANDPHONE voleli ol I TV LT P | ,
9. NAMA SUAMIISTRI %) Ll 8l S P R L SN T
10. NAMA IBU KANDUNG LD TEI NI e T« i T [
11. JUMLAH KELUARGA [_IsTRi [T]aNak KANDUNG [_JANAK ANGKAT/TIRI
1. PEKERJAANIPROFESI (Utema) - [ |TANI  []PEDAGANG [ INELAYAN [ JWIRASWASTA
[ Ipns [Jeuru [ JookTeR [:IPENGACARA
[_kaoes [“JiecisiatF [ JrELAsar [ ..
2. PEKERJAAN SAMPINGAN 37 A BE . TN I I I I I e |
3. ROMONTRE Bt ieREE L il [ B [T I I T T
JENIS BARANG DAGANGAN ol T PR Y | [ 1
S PR e [ e N | [ 1]
4. PENGALAMAN USAHA - [ Jvanun
5. TEMPAT MEMPEROLEH L maMAll LB T LRI T T N T ] .
KOMODITAS/BRG DAGANGAN alaMat] B BRI T P FT T = e
N T [T T 17
R W T T T [ L1
L ] e | | | [ ] 1 [ ]
ALl | [ T [ T T T 1 [] 1
6 JUMLAH PELANGGAN TETAP  : [ |ORANG
7 JUMLAH USAHAYG SEJENIS  : [ |USAHA/ORANG
( DALAM RADIUS 1 KM )
8 JUMLAH MODAL USAHA e L L P T T
ililiddbame e O ERMES R G EREREIEREE
USAHA SELAMA 1 BULAN
10 JUMLAH PENDAPATAN USAHA - G T e o S R S T O O | TR
DALAM1BULAN(RATA -RATA)
11 JUMLAHPENDAPATAN USAHA - oo R ) W EN

DALAM 1 BULAN ( RATA-RATA)
Suamn / lIstri *)
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12JUMLAHPENDAPATANLAN - = Rp.{ | | T | T TTT T TTT
DALAM 1 BULAN ( RATA-RATA)
13BIAYAKEBUTUHANRUMAH - = Rp.| | | [T T T T T T T TT11
TANGGA DLM 1 BLN ( RATA2)
- 14 BIAYA PENDIDIKAN ANAK g NSRBI e TE N
DALAM 1 BULAN ( RATA-RATA) :
15 BIAYA LAINNYA Rl L e b L T
DALAM 1 BULAN ( RATA-RATA)
16 JUMLAHKEWAJIBANARISAN  : Rp.| | | | | T T T T T TTTT
DALAM 1 BULAN PO
17 TEMPAT ARISAN L NMAC T T T T I T T 1T 1T 1T hebddodd]
ALGRT] Tl l DT T T 1 1 1 1 felabibd o]
2 T T ™ R I N N R N V! N S Y 9
i DT T e ™ R RN I N DO O P A |
O e T ™ N T R D
S I ™ W ™ R M M R 0
|
1. AKTIF PADA ORGANISASI [ v [ Jop.ansor [ Imusumat[_Jienu [ Jeenu
SOSIAL KEAGAMAAN [ |ratavar [ Jvavasan [ mui N N[
2. AKTIF PADA LEMBAGA [ Jwra [ Jsomi [ Isttemts [ JsLtama [ et
PENDIDIKAN [ Ivo.uta [ Imo.wustha [ Jmp.uya [ ...
3. AKTIF PADA KOPERAS! / aE L AEEe e llTlIlJ]
KELOMPOK USAHA LAINNYA e @Al RN TE T TERT L  |
4 ML SIAGA BT NU e L T T
5 JMLUETRBUNGESSTHBMENG, & ™ Roth, sl il 8 B0 ] Gl [ 5 | [IRGlRel BT -] 7] ]
6. JML. TABUNGAN DI BANK S AN gEEEg = TNIEEERE
7. JML. KEWAJIBAN UTANG RO AT ST B Ol R R
DATA PEMBIAYAAN DAN JAMINAN/AGUNAN
1. JENIS PEMBIAYAAN - [ ]a-oarpLuL HASAN [ JmubLarABAH
[ JMURABAHAH / BBA [ JmusyarakaH
L N N I O O O
3. JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN : [ |BULAN / TAHUN *)
4. SISTEM PEMBAYARAN - [_JANGSURAN MINGGUAN/BLNAN *) [ ]cAsH TEMPO/AKHIR TEMPO
5. PENGGUNAAN PRMBIATEAIE i e e e W T T T T 111
I e 2 T [T
6 JENIS JAMINAN/AGUNAN e ]t | [T T T 1T 11
[ ettenumumeee~ | [ | | [T T T[T ]
7 AaAmaToaMNANAGUNAN | [ [ ] T T T T T T T T T T TTTTITITITI]
HEfiEER IR L. S NETENEENENER
8 NAMA PEMILIK JAMINAN SREEE N L il  E
9 NILAI JAMINAN / AGUNAN TR M T SRR R
Gapura
Pemohon /Mitra,
Nama Lengkap & Tanda Tangan/Cap Jempol
Keterangan

1. TULISAN MENGGUNAKAN HURUF BALOK
2. *) Coret yang Tidak Perlu
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MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA Alamat Kantor P :
% KOPERAS! SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) e
Gedung MWC Nahdlatul Ulama Gapura Lantai Dasar

e 7 BMT NU JAWA TIMUR Jnir Rays Copurs Desa Covurs Tongan

CABANG UTAMA SUMENEP TP 678 0550 681

Website : www.bmtgapura.com
E-mail : bmt_gapura@yahoo.co.id

"
Badan Hukum :188.4/11/BH/XV1.26/435.113/2007 - Akte Notaris:No. 08 Tgl. 04 Mei 2007
PAD : P2T/9/09.02/01/X11/2014 - SIUSP : P2T/25/09/06/01/X11/2014 - NPWP : 02.599.962.4-608.000

AKAD PEMBIAYAAN AL - MURABAHAH / BAD’ BITSAMANIL ‘AJIL

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu". (Surat Al-Ma-idah : 1)
"Cukupkanlah takaran jangan kamu menjadi orang-orang yang merugi". (Surat As-Syua-ra': 181)
“ Orang - Orang yang telah sanggup untuk membayar kewajibannya, tetapi dilalaikannya juga, bolehlah
orang merampas hartanya dan menyiksanya (memasukkan dalam penjara) “ (HR. Abu Daud dan Nasa'i)

Perjanjian Pembiayaan ini dibuat dan ditanda tangani pada hari ........................ tanggal
.................. bulan .................. tahun duaribu...............oleh dan antara :

1. KSPPS “ BAITUL MAAL WA TAMWIL NUANSA UMAT (BMT NU) “ Cabang Utama Sumenep
Suatu badan hukum koperasi, yang berkantor Pusat di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.
(untuk selanjutnya disebut sebagai BMT NU Cabang Utama dalam hal ini diwakili oleh JUNAIDI
dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Cabang Utama dari dan oleh karenanya
bertindak dan atas nama serta kepentingan BMT NU Cabang Utama.

28 Bo. Gt dian. L0 pekeriaan s, cawss. . . i bertempat tinggal diDesa ..........c.cooeevviviiiiinnnnn.
ReC. ... el O Kab. Sumenep pemegang KTP/SIM/NIA BMT *) NO:......ccoviiivininniiniennn
untuk perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari Istri/Suami / Anak/ Bapak/
16U*). pakeriaan; ..cic.eos. «sovsec pemegang KiP/SIV) "JANO s, . i3 ovivaee e finesdvneanetis . dalam

hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai MITRA.

MENIMBANG
Bahwa, MITRA telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada BMT NU
CabgngUtama untuk” membelibarang, Beripa .. 4. iriies:. v.. covons c sosssosnssvessonssamenasnnnshs

Bahwa, menurut ketentuan Hukum Syara’ pembiayaan oleh BMT NU Cabang Utama
kepada Mitra berlangsung sebagai berikut:

A. BMT NU Cabang Utama dan atau Mitra atas nama BMT NU Cabang Utama membeli barang dari
pemasok/supplier untuk kepentingan Mitra dengan pembiayaan yang disediakan BMT NU Cabang
Utama dan selanjutnya BMT menjual barang tersebut kepada Mitra dengan harga pokok dan
margin / keuntungan jual beli yang disepakati oleh Mitra dan BMT NU Cabang Utama belum
termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

B. Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh BMT NU Cabang Utama dan atau oleh
pemasok/suplier kepada Mitra dengan sepengetahuan BMT NU Cabang Utama.

C. Mitra membayar jumlah pokok dan margin /keuntungan jual beli ini kepada BMT NU Cabang
Utama selama jangka waktu tertentu dan akan melunasi Pembiayaan tersebut pada tanggal
....................... oleh karenanya Mitra berhutang kepada BMT NU Cabang Utama.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk mengatur perjanjian pembiayaan Al-Murabahah
/ Bai' Bitsamanil Ajil ini dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH PEMBIAYAAN DAN MARGIN

BMT NU Cabang Utama menyetujui untuk menyediakan dana pembiayaan Murabahah/ Bai'

Bitsamanil Ajil dengan Harga Pokok Barang sebesar Rp. ... o
........................................................................ ) dan marginnya sebesar Rp ...........cccceeeiiiiiinns
o ot e D o T v e ) dengan pembayaran akan dilakukan untuk ......
NSO ), . 4 3o ) kali angsuran. Angsuran pertama dimulai tanggal...................c..ooieen.

dan angsuran berikutnya akan dilakukan setiap minggu/bulan*) dengan jumlah Angsuran :
1. Angsuran POKoK R .. s melmu i T s o s aanios
2. Angsturan‘Margin: Rp:....c.. e eI RtE, Sttt
3. Jumiah/Anasyran: ‘RE: B v ot it et ok st
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Jika Akad Murabahah, maka nasabah membayar Uang Muka/ DP. (Down payment) sebesar
Rpsearae, latioy o o (oness anasmsse s s et e M S ) dan melunasi sejumlah Harga
Pokok dan Marginnya setelah dikurangi DP. pada akhir tempo pelunasan pada tanggal ...................

Pasal 2
JAMINAN PEMBIAYAAN

Supaya MITRA amanah dalam menjalankan perjanjian sebagaimana mestinya, maka MITRA bersedia
untuk menambah dan menyerahkan jaminan berupa : s

“A. Jaminan Utama/Primer berupa Tabungan SIAGA/TABAH/SABAR/SIDIK Fathonah/TARAWI/

SIBERKAHISAYADAHEY atas NAINE s cicitil. Sk sh Boh st s oS st b cutes oot it s oo Besmaenis i i
NOMOr REKENING ; -1, vvvrmseins nrepsrsansassn i sl & . Atas Jaminan tersebut BMT NU
Cabang Utama berhak melakukan Penarikan Tabungan jika MITRA tidak melakukan angsuran
sebagaimana kesepakatan dalam akad Pembiayaan Murabahah/BBA ini.

B. Jaminan Pelengkap / Sealgiiite LB iDa e o . ......enesenoerrennnsnnnnsansessmasmnsssnsiont obe ;
jika MITRA cidera janji sebagaimana dimaksud dalam akad ini, maka terhadap barang
jaminan/agunan yang diserahkan kepada BMT NU Cabang Utama tersebut, secara otomatis
MITRA menguasakan kepada BMT NU Capang Utama untuk melakukan penjualan agunan
sebagaimana dimaksud pada pengikatan agunan tertanggal .....................

Pasal 3
CIDERA JANJI

MITRA dinyatakan cidera janji apabila :

A. MITRA tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal
yang disebutkan pasal 1 diatas.
B. MITRA telah memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar.

Dalam hal terjadi hal - hal tersebut diatas, maka BMT NU Cabang Utama akan memberikan
kesempatan kepada MITRA untuk memulihkan keadaan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
diterimanya pemberitahuan.
Pasal 4
CARA PENARIKAN PEMBIAYAAN

BMT NU Cabang Utama wajib merealisasikan pembiayaan apabila MITRA telah memenuhi ketentuan
sebagai berikut :

A. MITRA telah menyerahkan kepada BMT NU Cabang Utama, semua dokumen yang
diminta;
B. MITRA telah menanda tangani perjanjian ini dan pengikatan agunan yang diisyaratkan;
C. Bukti pemilikan agunan telah diserahkan dan surat pengikatannya telah diterima BMT NU Cabang
Utama.
Pasal §
PENGUNAAN PEMBIAYAAN DAN PEMBATALAN

A. Mitra menjamin bahwa usaha yang dilakukannya tidak bertentangan dengan undang - undang
hukum yang berlaku atau syara’;

B. Mitra dan BMT NU Cabang Utama dapat membatalkan akad ini bila ternyata MITRA menyalahi
ketentuan — ketentuan dalam perjanjian ini dan karena itu seluruh pokok pembiayaan beserta
marginnya yang menjadi hak BMT NU Cgbgng Utama harus dikembalikan.

Dalam pelaksanaan perjanjian ini tidak diharapkan terjadinya hal-hai yang tidak diinginkan,
dikarenakan dasar perjanjian ini adalah semata-mata karena Allah SWT. Namun apabila karena

kehendak-Nya pula terjadi permasalahan kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya secara
musyawarah untuk mufakat.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani di Kantor KIKS BMT NU Cabang Utama
pada hari dan tanggal sebagaimana dicantumkan diatas.

Menyetujui Mitra, Kepala Cabang BMT NU Utama,
Suami / Istri *) 4
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"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (petjanjian) itu' (Surat Al-Maidah : 1)

Dari Abu Hurafrah R A bahwa Nabi SAW pernah bersabda
" Barang siapa meminjam dengan tekad mengembalikan, maka Allah akan
membantu melunasinya. Dan barang siap meminjam dengan niat tidak mengembalikannya,
maka Allah akan membuatnya bangkrut" (Hadist)

Surat Permyataan ini dibuat dan ditanda tangani pada Wer ... s i IRLERG
Ruifan S N GRS oL s, Oleh yang bertanda tan g
dibawah ini
Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTF) / Surat Idzin Mengemudi (S1M) *) Nomor .
. Berdomisili di Dusun ... .. ... EIRV
Rl Y Desa P KEC,
Kabupaten Sumenep, dalam hal ini dmbut sebagal Permilik Jaminar
Nama Ca

Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Idzin Mengemudi ( \/)) ) ) Nomor :
. Berdomisili di Dusun ................... RT/RW
. Y. Desa . Kec.
Kablmaipn Qllmpnpn dalam hal ini ("rqphu’r qehaﬂm Mitra.

Dengan ini menyatakan bahwa :

.

Pemilik Jaminan dengan kehendak sendiri telah menyerahkan Agunan Pembiayaan Kepada

KJKS BMT Nuansa Umat Cabang Utaima berupa Kendaraan Bernmotor |, yaitu . Nomor Polisi
Merk ... . Typelool . A s Jenis, Mode!

% Tahun Pembuatanm... S VME RN ar  Rangkal  NIK

L. Mesin@Smmegedl o0 SRR .0 Jumlah Roda

tercalaiN Tatasilnama = ol yano b(:dwnull di Desa

Kecamatan .......................... Kab. Sumenep untuk dijadikan

jaminan  Pembiayaan atas nama Mitra sesuai dengan akad Pembiavaan tertanggal

Jika ternyata Mitra Cidera Janji dan atau mengalami Wanprestasi, maka pemilik Jaminan

Bersedia untuk :

1). Menyerahkan dan tidak®menuntut ganti rugi-dar KSEPPS " BMT NU " Cabang Utama
apabila Pembiayaan Bermasalah hingga sampai terjadi proses eksekusi jaminan.

2). Menyerahkan Barang Agunan sebagaimana dimaksud pada point 1 untuk dilakukan JUAL
BERSAMA BARANG AGUNAN antara KSPPS " BMT NU " Cabang Utama dengan Pemilik

Jaminan dan Mitra jika ternyata pembiayaan tetap TIDAK LUNAS sampai batas wakiu yang
telah ditentukan oleh KSPPS " BMT NU " Cabang Utama.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak

manapun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gaplifar s e L e e

Yang Menyatakan,
Pemilik Jaminan, Mitra,

*) Coret yang tidak periu
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